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BAB I

MANUSIA DAN ORGANISASI

Akhir-akhir ini tampak suatu fenomena administratif, yaitu semakin besarnya perhatian banyak pihak terhadap pentingnya manajemen sumber daya manusia. Di dalam setiap sistem sosial, sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem administrasi dan sistem birokrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan kunci dan strategis. Bahkan dalam setiap bidang kehidupan, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini di karenakan sumber daya manusialah yang menentukan arah tujuan, sasaran, proses dan produk dari sistem yang bersangkutan.

Hal di atas didukung oleh pendapat Etzioni (1985:3) yang menyatakan : di antara sekian banyak sarana utama yang di gunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, sumber daya tenaga manusia adalah yang paling sering digunakan. Pada umumnya semakin kurang organisasi mengabaikan anggotanya, semakin meningkatlah efisinsi organisasi tersebut. 

Sistem-sistem tersebut terbentuk dalam berbagai organisasi di dalam masyarakat modern. Oganisasi-organisasi itu menggabungkan sumber daya tenaga yang dimilikinya dengan sumber daya lain menjadi satu Namun, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya lain itu sangat tergantung kepada sumber daya manusianya.

Yang menjadi permasalahannya disini adalah bahwa manusia sering kali memiliki sifat goyah, pasang surut dalam moralitasnya, dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat hedonis. Kondisi itu di sebabkan karena manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat antara kebajikan dan atau  kejahatan namun kecenderungan-kecenderungan itu terkadang menjadikan sistem-sistem sosial yang ada menjadi kurang berfungsi secara maksimal, sehingga terjadilah penyimpangan dan penyelewengan. Kondisi di atas, terlihat di dalam sistem birokrasi yang seharusnya mengutamakan rasionalitas dan efisiensi, tetapi justru patologi birokrasi seperti ketakutan, kelambanan, dan inefisiensi yang muncul. Sehingga wajah birokrasi terlihat lebih mengedepankan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, yang berkonotasi hanya untuk mencari keuntungan bagi aparatur, budaya nepotisme, dan kolusi.

Kondisi birokrasi seperti itu sangat terkait dengan sifat dan hakikat manusia, karena di dalam diri manusia senantiasa terdapat perjuangan antara kedua kecenderungan tersebut. Kecenderungan berbuat kejahatan dapat menjadi sedemikian kuatnya, karena ada syaitan dengan beraneka ragam tipu muslihatnya (termasuk membuat manusia merasa tenang dan puas dengan dirinya sendiri). Selain itu, manusia pada dasarnya cenderung kepada hal-hal yang mudah dicapai, sehingga kejahatan terlihat sebagai sebuah kebajikan. Bentuk kejahatan yang dapat membinasakan masyarakat sangat banyak jumlahnya, misalnya tekanan ekonomi  dan eksploitasi terhadap orang miskin dan kelas-kelas rendah di dalam masyarakat. Apabila benih-benih kehancuran seperti ini telah tertanam di dalam diri setiap manusia, maka akan timbul berbagai reaksi menentang yang berasal dari dalam atau kekuatan luar.

Sifat goyah yang dimiliki manusia, senantiasa beralih dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainya. Hal ini di sebabkan oleh kesempitan dan kepicikan manusia dalam menunjukan tensi moral dasar dimana tingkah lakunya harus berfungsi baik agar ia kokoh dan berhasil. Dengan demikian, ketidak berdayaan akan menjadi ukuran terhadap sebuah keputusan, keangkuhan dan kesombongan, determinasi dan kemerdekaan, pengetahuan absolut dan kebodohan manusia singkatnya perasaan dan anggapan yang benar-benar negatif di dalam diri manusia yang sangat kuat menimbulkan sikap ekstrim yang akan menciptakan tensi-tensi natural menuju tingkah laku manusia sepatutnya.

Hal yang menarik berkaitan dengan moral manusia adalah bahwa menggoyahkan keseimbangan ini ke pihak manapun juga akan menghasilkan kondisi syaitan di mana efek-efek moralnya tetap sama yaitu “nihilisme moral”. Terlepas dari seorang manusia itu sombong atau berputus asa, merasa dirinya besar atau kecil, tetap akan berakibat kepada penyimpangan dan akhirnya menimbulkan kehancuran kepribadian yang bermoral.

Pandangan moral manusia menjadi sempit apabila manusia tidak lagi memiliki dimensi transendental, maka dari sudut pandangan moral yang obyektif, tidak ada perbedaan apakah manusia akan memandang dirinya, masyarakatnya atau bangsanya sebagai Tuhan. Semua partikularisasi yang subyektif terhadap kebenaran, baik individu-individu maupun oleh masyarakat (bangsa) akan melumpuhkan moral individu-individu dan masyarakat (Bangsa) itu. Inilah akibat yang terlampau berat karena kepicikan manusia.

Pengkajian dan pemaparan mengenai kondisi, sifat dan tingkah laku manusia seperti yang di uraikan di atas, membutuhkan usaha dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia. Karena dalam setiap sistem kehidupan pemberdayaan sumber daya manusia mutlak diperlukan, baik secara individual maupun secara kolektif dalam bentuk kelembaggaan. Hal tersebut didorong oleh fakta keyakinan moral bahwa manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang potensial dan sangat strategis perannya dalam setiap bentuk organisasi.

Salah satu organisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah organisasi birokrasi pemerintahan. Dalam rangka pembangunan pemerintahan sebagai bagian dari pembangunan nasional, birokrasi harus diupayakan memenuhi tuntutan persatuan dan kesatuan nasional. Sehingga dengan demikian, profesionalisme birokrasi pemerintahan dapat diciptakan.

Rasyid (1998:72) mengemukakan bahwa pengembangan kualitas profesional birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat, dihadapkan kepada dua pertanyaan yaitu : pertama, bagaimana membuat profesionalisme birokrasi efektif dalam menjawab berbagai perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terus berkembang dan kedua, apa yang bisa diperbuat oleh birokrasi dalam upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat dan membuat masyarakat tetap memberi respek yang tinggi kepada pemerintah.

Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan harus dilaksanakan secara maksimal, disamping peningkatan kualitas SDM serta kemampuan manajemen dan ipteknya. Ini penting, karena kultur birokrasi kita masih sangat paternalistis yang diperkuat oleh pemerintahan yang terlalu sentralistik, sehingga mempengaruhi efisiensi nasional secara menyeluruh. Penigkatan mutu SDM dalam rangka perbaikan birokrasi ditujukan untuk menghindari penyimpangan internal dan ekternal.

Kemampuan manajeman yang baik dalam setiap unit birokrasi pemerintahan, dapat menangani setiap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Birokrasi harus memihak kepada kepentingan rakyat banyak sesuai dengan visi dan misi yang disetujui bersama.

BAB II

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA

DALAM ORGANISASI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia menurut difinisi yang di kemukakan oleh Hasibuan (1997:269), bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang secara individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Apabila di depan kata sumber daya manusia diberi kata manajemen, maka manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi.

Pengertian di atas, mencerminkan bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Menurut Marwansyah dan Mukaram (2000:4) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai pendaya-gunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendapat ini memang sangat sederhana dan umum, tetapi mengandung makna yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula.

Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai pendekatan, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Marwansyah dan Mukaram   (2000:5) :

1. Pendekatan strategis ; Manajemen sumber daya manusia harus memberikan kontribusi kepada keberhasilan jangka panjang (yang bersifat strategis) suatu organisasi. Jika kegiatan sumber daya manusia tidak membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka sumber daya yang ada digunakan secara efektif.

2. Pendekatan sumber daya manusia : manajemen sumber daya manusia adalah manajemen (terhadap) manusia. Pendayagunaan manusia tidak boleh mengorbankan atau mengabaikan arti penting dan harga diri (dignity) manusia.

3. Pendekatan sistem; manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar: organisasi. Oleh karena itu, upaya-upaya sumber daya manusia harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap produktivitas organisasi. Dalam prakteknya, para ahli harus menyadari bahwa model manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem terbuka yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling terkait. Tiap bagian mempengaruhi bagian lainnya dan dipengaruhi pula oleh lingkungan eksternal. 

Dari ketiga pendekatan di atas, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia dapat ditinjau dari berbagai pendekatan yang masing-masing saling terkait, dipengaruhi oleh berbagai faktor, berusaha mencapai tujuan dan merupakan usaha untuk memperdayakan manusia ke arah yang lebih baik dan berguna. Selain ditinjau dari pendekatan-pendekatan di atas, manajemen sumber daya manusia dapat disorot dari berbagai perspektif, diantaranya perspektip politik, hukum, sosiokultural dan administrasi. Menurut Siagian (1999:7-11), perspektif tersebut dikemukakannya sebagai berikut :

1. Perspektif Politik; bahwa dalam perspektif ini, relevansi dan pentingnya  manajemen sumber daya manusia merawal dari keyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki organisasi, memegang peranan sentral dan paling menentukan. Tanpa manajemen sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainya akan menjadi tidak efisien, efektif dan produktif.

2. Perspektif Hukum bahwa dalam organisasi terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau perjanjian-perjanjian, yang kesemuanya pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal-balik antara organisasi dengan anggota-nggotanya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan tuntutan yang perlu terus diwujudkan, dibina, dipelihara dan dikembangkan. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban terdapat kaitan yang erat, sebab jika salah satu di langgar, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan. Semuanya dapat di wujudkan hanya melalui sistem manajemen yang tepat. 

3. Perspektif Sosio-Kultural; bahwa perpektif ini mendasari pada harkat dan martabat manusia yang tidak bisa diukur dari hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi mencakup hal-hal non-fisik. Melalui perspektif ini ditekankan bahwa sulit diperoleh suatu sistem  manajemen sumber daya manusia yang bebas nilai. Nilai-nilai dalam suatu organisasi, erat kaitannya dengan unsur-unsur seperti sejarah organisasi, dasar falsafah pembentukan organisasi, jenis kegiatan organisasi, dan konfigurasi anggota organisasi. Semua ini memberikan corak khas pada organisasi yang pada giliranya menurut penanganan secara baik dan benar melalui manajemen sumber daya manusia.

4. Perspektif Administrasi bahwa adanya ketergantungan kepada orang lain mendorong manusia untuk bekerja sama atau berorganisasi. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kemajuan kehidupan manusia, terwujud atau tidaknya impian, dan cita-cita tergantung kepada kemampuanya mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusianya, dengan lebih efisien, efektif dan produktif. Orientasi manusia organisatoris tertuju kepada efisiensi, efektivitas dan pentingnya produktivitas. Disini letak relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. 

Berbagai perspektif tersebut, memberi arti bahwa manajemen sumber daya manusia mengandung pengertian yang luas dilihat dari sudut perspektif yang mana yang digunakan oleh seseorang dan organisasi. Walaupun demikian, keempat perspektif di atas memungkinkan untuk digunakan oleh setiap anggota organisasi dan organisasi itu sendiri untuk memanajemenkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut.

Suatu perkembangan yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia adalah ditemukannya kecenderungan baru yang akan berdampak positif terhadap perkembangan dan efektivitas organisasi, baik publik maupun privat. Didalam penelitian intensif yang dilakukan oleh Gomes (1999:13) ditemukan 9 kecenderungan (trend) yang antara lain :

1. Meningkatnya bobot fungsi sumber daya manusia. (Incresing importance of the Human Resource Function).

2. Perubahan ke arah pengawasan dan kebijaksanaan yang tersentralisasi dan pelaksanaan-pelaksanaan yang terdesentralisasi. (A move toward centralized policy and control, and decentralized operation)

3. Pengembangan manajemen yang mengikat. (Increased Management deploment)

4. Peningkatan otomatisasi dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia. (Increased Utumation and Human Resource Information System)

5. Integrasi program sumber daya manusia. (Human resource program intregation)

6. Perubahan ke arah sistem merit dan akuntabilitas. (Move to merit and accountabillity)

7. Peningkatan perhatian terhadap sikap-sikap dari para pekerja. (Increasedconcern for employee attitudes)

8. Peningkatan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai organisasi. (Increased cocern for organizational cultural and values)

9. Peningkatan dan perluasan program-program perbaikan produktivitas. (Increased and bradened productivity improvement programs).

Kesembilan trend atau kecederungan itu merupakan suatu hasil penelitian yang memberikan harapan bahwa manajemen sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah direncanakan dan program-program serta sumber daya yang ada dalam organisasi dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas Di dalam organisasi, peranan manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas tersebut kadang-kadang ada yang diprakarsai oleh organisasi (misal: Program Pengembangan Manajemen), dan kadang-kadang ada inisiatif yang datang dari individu atau kelompok.  Seluruh aktivitas tersebut bersama-sama membentuk sistem manajemen sumber daya manusia.

Berbagai aktivitas yang dilaksanakan di dalam organisasi tersebut tidak dapat terhindar dari pengaruh faktor lingkungan. Banyak faktor yang saling berkaitan menjadi pengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia sebagai suatu subsistem organisasi, di mana faktor-faktor ini menjadi bagian dari lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Lingkungan  eksternal merupakan kekuatan utama di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, sedangkan lingkungan internal sebagai faktor atau kondisi umum yang berada di dalam organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi.

Tugas manajemen sumber daya manusia mengacu pada upaya mengelola unsur manusia dan semua potensinya secara efektif sehingga diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Sebagaimana diuraikan diatas, lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, seperti dikatakan oleh Gomes (1999:4) bahwa : 

….. all decisions which affect the workforce concern the organization’s human resource managemant function. (Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, manajemen performasi, pengembangan pekerja dan organisasi, serta komunikasi dan hubungan masyarakat. 

Pendapat di atas memberikan gambaran bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi meliputi berbagai aktivitas dan keputusan. Peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi sangat penting. Organisasi itu sendiri menurut Gomes (1999:23) adalah : ….an organization is nothing more than a collection of people grouped together around a technology which is operated to transform inputs from its environment into marketable goods or services. organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input dari lingkungannya menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang dapat di pasarkan.

Dengan demikian, dalam manajemen terdapat 3 variabel utama yaitu: organisasi, manusia dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu dan setiap variabel memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dari ketiga variabel atau unsur tersebut, manusia merupakan unsur penggerak aktivitas organisasi. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu dan harus ditingkatkan untuk dipahami secara makro dan mikro. Definisi manajemen sumber daya manusia dalam perspektif internasional atau makro dikemukakan oleh Gomes (1999:4), sebagai berikut : human resource  manegament …… is the development and utillazation of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national, and international goals and objectives. (manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, oganisasi, masyarakat nasional dan internasional. 

Sedangkan dalam perspektif mikro, pengertian  manajemen sumber daya manusia  biasanya dipersamakan dengan pengertian yang diberikan terhadap manajemen personalia, seperti dijelaskan oleh Handoyo (1999:6), yaitu : ….Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemeliha-raan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia dalam organisasi memiliki fungsi yang penting, sehingga harus diusahakan agar membenahi manajemen sumber daya manusia tersebut supaya mampu hidup dan menjawab tantangan kehidupan melalui pengembangan unsur-unsur sumber daya manusia yang meliputi kemampuan, sikap, nilai, kebutuhan dan karakteristik penduduk sekitarnya yang saling berbeda antara satu sama lain.

Pengaruh lingkungan, terutama nilai-nilai terhadap manajemen sumber daya manusia  sangat besar, yang tampak nyata dari nilai-nilai yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tertentu, seperti kondisi politik dan kondisi sosial budaya. Keadaan politik, seperti pergantian pimpinan politik atau pejabat yang diangkat secara politik, perubahan program dan pergantian kebijakan sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia terutama bagi organisasi pemerintah; sedangkan kondisi sosial budaya yang dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia antara lain perubahan karakteristik demografis, pendidikan, keyakinan dan nilai. Nilai-nilai yang saling bersaing memberi pengaruh terhadap perilaku dan tindakan lembaga-lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang dapat dimanifestasikan dalam jiwa dan semangat isi dari berbagai bentuk peraturan, baik yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif atau legislatif, yang dianggap sensitif terhadap aspirasi dan keinginan rakyat maupun yudikatif. 

Oleh karena itu model manajemen sumber daya manusia dan tujuannya berusaha menjamin anggota organisasi untuk turut serta dalam keputusan – keputusan yang berhubungan dengan kerja dan pada waktu bersamaan untuk melaksanakan self-directing dan self-control dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dapat dicapai perbaikan dalam performansi organisasi. Hal ini berarti bahwa manajemen organisasi harus memiliki kepekaan terhadap tuntutan sosial yang ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan. Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi, efektifivitas dan produktivitas kerja organisasi guna pencapaian tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga sumber daya manusia yang terdapat didalam suatu organisasi mampu memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa hal yang selalu ada dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia ialah unsur manusianya sebagai anggota suatu organisasi, karena manusia merupakan unsur terpenting dalam semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan sasaran serta kemampuan menghadapi tantangan internal, eksternal dan internasional.

2.2 Fungsi dan Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi 

Di dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat sejumlah fungsi operasional, yakni: perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, dan penelitian sumber daya manusia.

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang secara sistematik mengkaji kebutuhan (reqruitment) sumber daya manusia untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang sesuai pada saat dibutuhkan. Dengan kata lain, perencanaan sumber daya manusia adalah proses penentuan jumlah dan mutu/kualifikasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. 

2 Rekrutmen dan seleksi

Rekrutmen atau penarikan adalah proses menarik perhatian sejumlah orang dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat.

Seleksi adalah proses untuk memilih orang-orang dari sekumpulan pelamar yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan dengan organisasi. Hasil proses seleksi adalah para calon pegawai yang paling memenuhi syarat diantara pelamar. 

3 Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan dan untuk kerja organisasi melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya terfokus kepada karyawan yang baru saja direkrut tetapi pengembangan juga harus mencakup kepada karyawan yang sudah ada. Pelatihan untuk para pegawai yang baru direkrut dikenal dengan istilah Pre-service Training dan untuk karyawan yang sudah dikenal dengan istilah In-service Training.

4 Balas Jasa

Balas Jasa atau kompensasi didefinisikan sebagai semua imbalan yang diterima oleh seorang sebagai balasan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Imbalan ini dapat berupa salah satu atau kombinasi bentuk di bawah ini :

1) Gaji atau upah; yakni uang yang diterima oleh seseoarang sebagai imbalan atau pekerjaan mereka.

2) Tunjangan dan pelayanan, yakni imbalan finansial tambahan selain gaji/ upah, misal : cuti, liburan dan asuransi kesehatan.

3) Imbalan non-finansial, misalnya pekerjaan yang menyenangkan atau lingkungan kerja yang nyaman. 

5 Keselamatan dan kesehatan kerja 

Keselamatan kerja meliputi upaya untuk melindungi para pekerja dari luka-luka akibat kecelakaan kerja. Kesehatan kerja adalah terbebasnya para pekerja dari penyakit dan terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental.

6 Hubungan Industrial 

Hubungan Industrial atau hubungan pekerja mencakup semua praktek yang mengimplementasi-kan filosofi dan kebijakan suatu organisasi yang berkaitan dengan pekerja. 

7 Penelitian Sumber Daya Manusia 

Penelitian sumber daya manusia adalah studi yang sistematik tentang sumber daya manusia suatu perusahaan dengan maksud untuk memaksimalkan pencapaian tujuan individu dan tujuan organisasi 

Menurut Cascio (1992), kegitan-kegiatan utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Penarikan, yang meliputi aktivitas (1) mengidentifikasikan persyaratan jabatan di dalam sebuah organisasi, (2) menentukan jumlah orang dan keterampilan yang dibutuhkan, dan (3) memberikan peluang  yang sama bagi semua kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan. 

2. Seleksi, yang proses pemilihan orang-orang yang paling baik kualifikasinya untuk memangku jabatan atau menjalankan pekerjaan tertentu.

3. Pemeliharaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan (1) pemberian imbalan bagi para karyawan yang telah menjalankan pekerjaanya secara efektif, (2) penciptaan dan pemeliharaan kondisi kerja yang aman dan sehat.

4. Pengembangan, yakni fungsi yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan aspek-aspek lainya. 

5. Penilaian, yang meliputi pengamatan dan evaluasi atas perilaku dan sikap karyawan yang relevan dengan pekerjaan dan unjuk kerja

6. Penyesuaian, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar para karyawan mematuhi semua kebijakan sumber daya manusia yang digariskan oleh organisasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat dijalankan pada tingkat individu, kelompok dan unit organisasi yang lebih tinggi (misalnya departemen). Kadang-kadang ada aktivitas yang diprakarsai oleh organisasi (misalnya, rekrutmen atau program pengembangan manajemen), dan kadang-kadang ada kegiatan yang inisiatifnya datang dari individu atau kelompok (misalnya, pensiun atas permintaan sendiri, peningkatan keselamatan kerja). Apapun bentuknya, tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini saling terkait. Seluruh kegiatan itu bersama-sama membentuk sistem manajemen  sumber daya manusia. 

Kegiatan penarikan, seleksi, pemeliharaan, pengembangan, penilaian dan penyesuaian merupakan tanggungjawab khusus dari departemen sumber daya manusia. Tetapi tanggung jawab ini menjadi bagian dari tugas setiap manajer pada setiap organisasi dan karena para manajer ini memiliki otoritas (hak yang diberikan oleh organisasi untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku para pekerja yang mereka kelola), mereka memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara yang benar-benar digunakan dalam praktek untuk mendayagunakan para pekerja. 

2.3 Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Dengan dilengkapi informasi dan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia  secara sistematik memperkirakan permintaan dan ketersediaan pekerja dimasa depan. Perencanaan sumber daya manusia atau kadang-kadang disebut juga perencanaan tenaga kerja memungkinkan para manajer dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan para manajer dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan rencana pengadaan staf (staffing) yang mampu mendukung strategi organisasi melalui pengisian jabatan yang lowong secara proaktif. 

Bila organisasi tidak memiliki staf dalam jumlah dan jenisnya yang tepat, maka tujuan-tujuan strategis, operasional dan fungsional, tidak mungkin tercapai. Kini semakin banyak para eksekutif atau pemimpin perusahaan yang menyadari bahwa rencana sumber daya manusia yang disusun dengan baik sangat esensial bagi keberhasilan strategis atau keberhasilan jangka panjang. Studi Workforce 2000 yang dilakukan oleh Pecker (1993) meyebutkan, ”…the foundation of national wealth is really people the human capital represented by their knowledge, skills, organization, and motivations… education and training are the primariy systems by which the human capital or a national is preserved and increased ”.

Pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, kelompok dan. organisasi secara keseluruhan, agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena orang, pekerjaan, dan organisasi berubah. Perubahan ini disebabkan, oleh dinamika internal organisasi internal organisasi maupun dinamika faktor-faktor atau kekuatan eksternal (lingkungan eksternal). Perkembangan teknologi, misalnya, mempunyai implikasi terhadap syarat-syarat atau tuntutan pekerjaan (job requirements). Kesenjangan antara kemampuan pekerja dan tuntutan pekerjaan yang berkembang itu lalu berarti diperlukannya peningkatan atau penyesuaian pengetahuan dan keterampilan serta sikap pekerja. Dengan kata lain, diperlukan peningkatan profesionalisme.

Perencanaan sumber daya manusia Mondy & Noe (1998) adalah: "Proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah pekerja dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia. padat saat mereka dibutuhkan". Sedangkan menurut Cascio (1992). adalah : "Suatu upaya untuk mengntisipasi perkembangan bisnis dan tuntutan lingkungan di masa yang datang atas suatu organisasi, dan untuk menyediakan karyawan untuk menjalankan bisnis dan memenuhi tuntutan-tuntutan lingkungan itu".

Perencanaan sumber daya manusia  dimulai dengan melihat implikasi rencan strategis organisi yang bersifat umum, luas, dan menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja. Misalkan, salah satu rencana stratregi, perusahaan adalah mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 7 persen dalam 5 tahun. Sasaran strategis seperti ini mempunyai implikasi terhadap seluruh fungsi produksi, finansial, pemasaran, sampai sumber daya manusia. Langkah berikutnya adalah meramalkan kebutuhan atau permintaan sumber daya manusia di masa yang akan datang dan memperkirakan ketersediaan sumber daya manusia. Perbandingan anatara kebutuhan dan ketersediaan ini akan memunculkan tiga jenis situasi.

Dalam situasi pertama, tidak ada kesenjangan antara kebutuhan dan, ketersediaan sumber daya manusia. Jadi, praktis tidak perlu. dilakukan tindakan apapun dalam konteks pangadaan sumber daya manusia. Dalam situasi kedua, terjadi kelebihan tenaga kerja. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih. Pertama, membatasi atau memperketat rekrutmen pekerja, misalnya dengan kebijakan zero growth. Kedua, mengurangi jam kerja. Misalnya, ketika kondisi ekonomi memburuk dan menyebabkan turunnya daya beli konsumen, pilihan pengurangan jam kerja sangat layak dipertimbangkan. Sambil mengantisipasi membaiknya perekonomian, pendekatan ini dapat menyelamatkan banyak pekerja dari ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Pilihan lain adalah menawarkan pensiun dini atau pensiun muda kepada para. karyawan. Program ini biasanya diikuti dengan tawaran  uang pensiun atau pesangon yang dapat menjamin kehidupan ekonomi karyawan sesudah pensiun. Atau sekurang-kurangnya pesangon yang ditawarkan dapat membiayai mantan pekerja selama mencari atau menunggu pekerjaan baru.

Alternatif yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dari pihak manajemen baik pemberhentian sementara (dirumahkan) atau pemutusan hubungan kerja yang bersifat permanen. Cara. ini hendaknya ditempuh sesudah alternatif-alternatif lain yang lebih layak tidak dapat menyelamatkan perusahaan, baik dari kebangkrutan maupun biaya operasi yang tidak wajar.

Situasi terakhir yang mungkin muncul dari perbandingan antara permintaan dan penawaran adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja. Langkah yang umumnya ditempuh adalah rekrutmen dan seleksi, untuk mendapatkan pekerja-pekerja baru. Tetapi, sebelum memutuskan melakukan penarikan, alternatif lain seperti menawarkan kerja lembur, mempekerjakan tenaga paruh waktu, melakukan subkontrak pekerjaan, dapat pula dipertimbangkan. Jika pilihan-pilihan tersebut tetap tidak dapat menjadi solusi yang utuh bagi masalah kekurangan personalia, maka upayanya kemudian akan berfokus pada penarikan dan seleksi karyawan.

Penyebab munculnya permintaan atau kebutuhan sumber daya manusia di masa depan menurut Werther dan Davis (1996) terdiri dari beberapa faktor ;

1. Faktor Eksternal, yang meliputi : 

· Perekonomian

· Sosial - Politik - Hukum 

· Teknologi

· Pesaing

2. Faktor Organisasi

· Rencana strategis 

· Anggaran 

· Prakiraan penjualan dan produksi

· Unit usaha baru

· Perencanaan organisasi dan pekerjaan 

3. Faktor Tenaga Kerja

· Pensiun

· Pengunduran diri

· Pemutusan hubungan kerja 

· Kematian

· Cuti

Mondy dan Noe (1990) mendefinisikan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut: "Sebagai upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan."

Pelatihan (training) meliputi aktivitas-aktivitas yang berfungsi meningkatkan unjuk-kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalani atau yang terkait dengan pekerjaan itu. Pendidikan (education) mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang (overall competence) dalam arah tertentu dan berbeda di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Pengembangan (development) meliputi pemberian kesempatan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan individu, tetapi tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu. pada saat ini atau di masa yang akan datang.

Beberapa pengertian lain tentang pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut :

l. Upaya organisasi yang terencana untuk membantu para karyawannya mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terkait dengan suatu pekerjaan, agar mereka dapat meningkatkan prestasi kerja.

2. 
Program terencana yang dirancang untuk meningkatkan unjuk-kerja pada tingkat individu, kelompok dan atau Organisasi 

3. 
Kegiatan-kegiatan yang memberikan pelajaran kepada para karyawan tentang bagaimama menjalankan pekerjaan/tugas-tugas mereka saat ini.

4.
Pengalaman-pengalaman instruksional (instructi-onal experiencies) yang diberikan terutama oleh pimpinan bagi para karyawan, yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang diharapkan dapat segera diterapkan begitu karyawan bekerja kembali (atau beberapa saat sesudah kembali).

5. 
Upaya terencana dan sisternatik untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalamar belajar, untuk mewujudkan unjuk-kerja yang efektif dalam suatu kegiatara atau rangkaian kegiatan.

6. 
Pengembangan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan seorang pekerja agar mampu memikul tanggung jawab di masa yang akan datang.

Menurut Wexley dan Latham (1991), pelatihan dan pengembangan adalah suatu upaya terencana oleh suatu organisasi untuk memfasilitasi karyawannya dalarn mempelajari perilaku yang terkait dengan pekerjaan.

Pada dasarnya tujuan utama pengembangan sumber daya manusia Menurut Bukley dan Caple (1990) sebagai berikut : meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi. Kegiatan pelatihan, misalnya, seringkali terbukti mampu meningkatkan keterampilan dan motivasi ini, pada gilirannya. akan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan pada, akhirnya dapat meningkathan kemampuan (profitability) sebuah organisasi. bisnis atau perusahaan.

Tujuan lain-lain dari pengembangan sumber daya manusia adalah mencegah keusangan keterampilan pada semua tingkat organisasi. Setiap organisasi berkewajiban membantu para pekerjanya untuk meningkatkan keterampilan berdasarkan minat dan bakat mereka, selain  untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Di samping itu, pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mempersiapkan pekerja agar dapat menjalankan tugas atau pekerjaan yang lebih tinggi jenjangnya. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sumber daya manusia dipandang sebagai suatu investasi dalam bidang sumber daya manusia.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Menurut Mondy dan Noe (1987) ada tujuh faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu (1) dukungan manajemen puncak,       (2) komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia, (3) perkembangan teknologi, (4) kompleksitas organisasi, (5) pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku, (6) prinsip-prinsip belajar, dan (7) unjuk kerja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya.

Program pengembangan sumber daya manusia harus mendapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak dalam suatu organisasi. Dukungan ini harus bersifat nyata dan perlu dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi. Selanjutnya, dukungan itu harus dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, dibutuhkan juga komitmen yang kuat dan keterlibatan dan para manajer generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia (line managers) dan. terutama dari manajer spesialis pengembangan sumber daya manusia. Para manajer lini berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Mereka hendaknya mampu mengidentifikasikan masalah atau kesenjangan antara kompetensi/kualifikasi pekerja dan tuntutan pekerjaan, dan kemudian memikirkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Mereka berperan pula dalam pemberian motivasi dan penyeliaan. 

Proses evaluasi dalam setiap program pengembangan juga menuntut keterlibatan aktif dari semua manajer lini. Dari mereka diharapkan diperoleh umpan balik yang diperlukan. Menurut Broad dan Newstrom (1993), peran manajer lini yang utama adalah memberikan dukungan terhadap proses belajar dan mendorong penerapan hasil belajar dalam pekerjaan.

Peran utama manajer pengembangan sumber daya manusia adalah membantu orang-orang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan, baik yang dilakukan di masa kini maupun di masa mendatang, serta membantu mereka untuk mencapai sasaran-sasaran pribadi mereka. Manajer pengembangan sumber daya manusia berperan pula dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, dan administrasi program pengembangan sumber daya manusia. Menurut Broad dan Newstrom (1993), peran manajer pengembangan sumber daya manusia (yang disebut HRD profesional  atau trainer) adalah menganalisis masalah-masalah unjuk-kerja, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengelola, dan atau mendukung program pelatihan dalam berbagai cara.

Faktor lain yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia adalah perkernbangan atau kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tidak saja memberikan dampak terhadap identifikasi kebutuhan pengembangan tetapi juga terhadap pemilihan metode pengembangan. Organisasi yang terlibat dengan perubahan teknologi yang cepat, misalnya, memerlukan program pelatihan ulang secara terus menerus, baik bagi pekerja operasional maupun para manajer. Organisasi seperti ini biasanya sukar menemukan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam pasar tenaga kerja. Pada umumnya pilihan yang tersedia. adalah membuat program-program pelatihan yang spesifik agar dapat secara. berkesinambungan meningkatkan kemampuan para pekerjanya.

Keberhasilan program pengembangan sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi, perkembangan pengetahuan dalam ilmu-ilmu perilaku yang tercermin dalam metode atau teknik-teknik pelatihan dan pengembangan, prisnsip-prinsip belajar, dan yang tak kalah penting unjuk-kerja dari fungsi sumber daya manusia yang lain. Contoh dari faktor yang terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.: jika prose, rekrutmen dan seleksi hanya dapat menarik pekerja-pekerja kurang terampil, maka akan diperlukan program pengembangan sumber daya. manusia yang ekstensif untuk mempersiapkan para pekerja baru pada posisi-posisi awal.

2.5
Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memahami keadaan sumber daya manusia Indonesia hendaknya melihat pada kondisi nyata dan permasalahan kependudukan secara umum. Permasalahan tersebut meliputi tingkat pertumbuhan yang relatif masih tinggi, persebaran yang, tidak merata, dan perbedaan pertumbuhan Yang mencolok antara daerah pedesaan. Dengan kegunaan angka rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia, antara tahun 1980 dan tahun 1990 sebesar 1,98% per-tahun, dengan melalui rumus "doubling time" jumlah angka penduduk Indonesia akan meningkat menjadi dua kali lipat dari 197 juta jiwa lebih pada tahun 1990 menjadi 358 juta lebih menjelang tahun 2026. Apabila melihat laporan-laporan hasil analisis Sensus Penduduk Tahun 2000, kelihatannya kemungkinan itu tidak jauh meleset kecuali kalau terjadi perubahan besar karena perbaikan kesehatan atau bencana yang dahsyat.

Dengan kenyataan tersebut menunjukan bahwa dari segi kualitas sumber daya manusia Indonesia cukup membanggakan dibanding negara-negara lain. Sampai saat ini Indonesia masih menduduki rangking nomor empat dalam jumlah penduduk dunia di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Tetapi apakah jumlah yang besar itu sudah merupakan jaminan sebagai modal pembangunan? Jawabannya secara tegas: belum Keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Artinya, penduduk yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan adalah penduduk yang mempunyai kualitas sesuai dengan program-program pembangunan yang dihadapi.

Masalah lain yang tidak mudah diatasi adalah persebaran antar daerah yang tidak merata terutama antara daerah kota dengan daerah pedesaan. Hal ini menunjukan indikasi ketidak seimbangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah akan mempengaruhi kegiatan pembangunan pada daerahnya masing-masing. Sedangkan dalam segi kualitas tentu saja dapat menunjukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang berlainan. Dalam sistem sentralisasi masalah tersebut sulit untuk diatasi karena ketidak merataan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, sumber daya alam, serta perbedaan pertumbuhan dan ketimbangan  fasilitas sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah hainnya.

Tingkat kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Aspek-aspek ini diperlukan dan mempengaruhi kehidupan manusia sejak kecil, bahkan dalam kandungan ibunya. Dengan. kata lain, tingkat kualitas sumber daya manusia akan bergantung pada sejauh mana ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi.

Aspek kesehatan tidak hanya menyangkut fasilitas pemeliharaan kesehatan secara medis tetapi juga termasuk kesehatan lingkungan dan kebersihan makanan, pakaian dan tempat tinggal sehingga dirasakan adanya kehidupan yang nyaman dan tenteram. Termasuk dalam aspek kesehatan adalah angka harapan hidup (Expectation of Life) dan angka kematian bayi (Infant mortality rate) yang digunakan. untuk mengukur tingkat kemajuan masyarakat yang berhubungan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia. Selain fasilitas dokter dan rumah sakit, termasuk dalam fasilitas kesehatan adalah tempat tinggal, sarana penerangan, sumber air, sanitasi dan keamanan umum.

Tingkat kualitas sumber daya manusia dipengaruhi pula oleh macam dan tingkat pendidikan yang diperoleh penduduk. Pendidikan berpengaruh terhadap cara berfikir, daya nalar, wawasan keluasan pengetahuan dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Asumsinya, makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi  pula kemampuan dan tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan. Oleh karena itulah angka melek huruf termasuk ukuran yang digunakan dalam menganalisis indeks pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa..

Terpenuhinya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bergantung pada kemampuan ekonomi dan. finansial manusia yang bersangkutan. Maksudnya, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan hanya dapat diperoleh dan ditingkatkan apabila mempunyai penghasilan yang memadai. Sedangkan kecukupan penghasilan bergantung pada sumber atau kegiatan pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang tidak mungkin memperoleh fasilitas kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai kalau tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan yang mencukupi semua kebutuhan hidup yang diperlukannya.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang mutlak untuk dapat bersaing dalam pergaulan dunia Era globalisasi adalah era dimana sekat-sekat kebangsaan dihilangkan atau sedikitnya dinetralisasi sehingga setiap bangsa mempunyai kebebasan untuk menembus wilayah bangsa lain. Oleh karena itu hanya manusia dengan kualitas unggul yang mempunyai kesempatan untuk memenangkan persaingan. Sebaliknya manusia yang kualitasnya rendah akan selalu ketinggalan dan terpaksa mengekor pada manusia-manusia yang kualitasnya tinggi.

BAB III

PERILAKU DALAM ORGANISASI

3.1 Konsep Perilaku 

Perilaku pada hakikatnya merupakan fungsi interaksi antara, seseorang dengan lingkungannya. lnteraksi tersebut melibatkan kepribadian manusia yang kompleks dengan lingkungannya yang memiliki tatanan tertentu. Proses terjadinya perilaku, pada umumnya timbul karena rangsangan lingkungannya, sehingga perilaku manusia memiliki sifat yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, pengalaman dan reaksi terhadap sesuatu.

Perilaku menurut Sukamto (1985:5) dapat diberi arti sebagai suatu tanggapan atau reaksi individu yang terwujud  dan digerakkan (sikap), baik melalui anggota badan ataupun ucapan. Pola perilaku menurut pendapat Mannheim merupakan suatu pola perilaku hubungan definitif antara suatu stimulus dengan tanggapan, yang menyebabkan organisme berperilaku menurut cara tertentu dan seragam bilamana suatu stimulus tertentu terjadi.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perilaku melahirkan suatu pola tertentu dari hubungan antara dorongan bertindak dengan tanggapan dari adanya tindakan atau perilaku seseorang menurut cara tertentu yang dilakukannya. Pengertian organisasi itu sendiri menurut pendapat Indrawijaya (2000:3) adalah : Setiap bentuk, persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pengertian di atas didukung oleh pengertian yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (2000:4), bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi tertentu yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu..

Kedua pengertian tentang organisasi tersebut menunjukkan bahwa organisasi merupakan suatu, himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui oleh bersama. Dengan demikian, perilaku organisasi sebagai suatu  kajian studi, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tindakan. manusia yang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok kerja sama, yaitu aspek pengaruh organisasi terhadap manusia dan sebaliknya yaitu pengaruh. manusia itu sendiri terhadap organisasi.

Dalam mempelajari perilaku organisasi, maka akan tercakup 4 unsur utama, sebagai berikut :

1. Aspek Psikologis tindakan manusia itu sendiri, sebagai hasil studi psikologi.

2. Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi.

3. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin yang mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka.

4. Walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manager bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, selalu diusahakan agar upaya masing-masing individu selaras dengan tujuan organisasi.

Dari keempat unsur utama perilaku organisasi tersebut, dapat diketahui hal-hal penting yang menjadi fokus perhatian, yaitu: (1) perilaku organisasi adalah suatu bidang yang interdisipliner dan yang memanfaatkan hasil dari cabang ilmu yang lain, (2) walaupun mendapat sumbangan dari ilmu lain, tetapi tetap dapat berdiri sendiri karena pusat perhatiannya pada perilaku manusia dalam berorganisasi, (3) perilaku organisasi memberikan arah dan petunjuk bagi pencapaian tujuan organisasi secara lebih baik.

Mengetahui dan mengerti perilaku manusia merupakan titik pangkal untuk dapat mengerti perilakunya dalam organisasi. Suatu pandangan yang berorientasi kesisteman adalah jalan yang paling, mudah untuk mengerti perilaku manusia, di mana dalam pandangan tersebut perilaku manusia ditentukan oleh proses input dan output-nya. Hal ini berarti kita harus Menganggap bahwa perilaku manusia sebagai suatu sistem yang terbuka, bukan sesuatu yang dapat diisolasi dan bahwa manusia berintegrasi dengan lingkungannya dan hidup dalam lingkungan-nya. 

Untuk memahami perilaku manusia di dalam organisasi, perlu dibedakan sifat-sifat dari organisasi-organisasi yang ada, antara lain :

1. Organisasi formal adalah organisasi yang keanggotaannya terjadi menurut suatu struktur resmi. Indrawijaya (2000:96) mendefinisikannya sebagai "the groups to which a member is assigned as a part of his or her work role". Tanda yang khas dari. organisasi seperti ini ialah adanya peranan yang khusus, norma yang kaku, dan adanya sanksi untuk menjamin konformitas (penye suaian perilaku).

2. Organisasi informal adalah organisasi yang berkembang atas dasar perasaan saling  tertarik karena kebutuhan akan tukar menukar informasi, untuk saling melengkapi atau karena kesamaan sikap.

3. Organisasi berdasarkan keanggotaan merupakan organisasi yang lahir atas dasar ketentuan formal atau karena seseorang telah memenuhi ketentuan formal. Walaupun secara formal sudah ada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, tetapi sering terjadi bahwa anggotanya tidak terlalu merasa terikat kepada ketentuan tersebut. Atau secara singkat dalam organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hubungan antar perseorangan tidak begitu terasa. hal ini kemudian mengakibatkan tekanan pengaruh kelompok terhadap perilaku seseorang tidak begitu besar Berbagai sifat organisasi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap perilaku setiap anggota organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dalam organisasi untuk membatasi perilaku anggota. atau individu dalam suatu organisasi. Meskipun demikian, masih banyak organisasi yang salah menafsirkan makna dari istilah pengendalian tersebut. Salah satu bentuk kesalahan itu ialah bahwa pengendalian selalu dihubungkan dengan keinginan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan Apabila dilihat dari sudut perilaku organisasi,  pengedalian merupakan salah satu upaya untuk memperbandingkan norma suatu kelompok atau organisasi dengan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Bagi perilaku organisasi, salah penafsiran tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penempatan dari pusat pengendalian, konsepsi mengenai besar kecilnya pengendalian dan prosedur pengendalian.

Dengan demikian, perilaku (behavior) merupakan operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok dalam atau terhadap suatu keadaan atau situasi dan kondisi lingkungan masyarakat atau alam atau teknologi atau organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi bermaksud mengiden-tifikasi cara pembentukan perilaku ber-organisasi yaitu perilaku seseorang anggota organisasi yang didasarkan atas kesadaran akan kewajiban dan haknya., kebebasan atau wewenangnya dan tanggung jawabnya, baik secara Individual maupun secara kelompok.

3.2  Perubahan Perilaku

Secara Sosiologis, untuk memahami perubahan perilaku anggota suatu organisasi, tidak dapat terlepas dari suatu paradigma  perilaku sosial (social behavior). Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada adanya hubungan antara individu dengan lingkungannya. Hal yang menjadi inti persoalan sosiologi pada paradigma tersebat adalah perilaku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan lingkungannya. Hubungan tersebut mengakibatkan adanya perubahan perilaku dan perubahan terhadap lingkungan. Perubahan perilaku sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan organisasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi, serta membagi ide-ide dan belajar di antara sesama anggota organisasi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan menuntut perubahan peran seseorang yang diharapkan dapat membuat dan mencapai hubungan yang efektif, serta mengembangkan kemampuan para anggota organisasi itu sendiri.

Pemberdayaan juga memerlukan perubahan perilaku individu sebagai anggota organisasi yang memungkinkan individu itu saling bekerja sama dalam satu tim kerja, meningkatkan tanggung jawab dan kewajiban mereka, membangun dan meningkatkan komitmennya terhadap timbulnya perubahan ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kinerja di dalam organisasinya.

Perubahan perilaku anggota suatu organisasi pun dipengaruhi oleh pola hubungan yang terjadi di dalam organisasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Keeratan hubungan dalam suatu organisasi menentukan norma organisasi tersebut dan mempengaruhi performance seseorang. Secara lebih jelas hal ini dikemukakan oleh Seashore (2000:122), sebagai berikut : Since, highly cohesive groups are capable of influencing individual behavior, if the group norm is a high level of performance, the more cohesive group is likely to influence each member toward higher productivity. On the ether hand, if the norm is low productivity, the highly cohesive group is likely to restrict the performance of individuals. Tingkat keeratan yang cukup tinggi akan mempengaruhi perilaku kelompok. Bilamana norma kelompok menuntut prestasi yang tinggi, maka hal tersebut: akan mendorang para anggotanya untuk berprestasi tinggi. Sebaliknya, bila norma kelompok menuntut prestasi rendah, maka hal tersebut akan membatasi dorongan seseorang untuk: berprestasi tinggi.

Suatu norma kelompok yang berlaku akan memberikan bimbingan dan arah bagi perilaku anggota organisasi, atau diharapkan sebagai alat bagi para anggota organisasi agar berperilaku sesuai dengan norma yang sudah ditentukan dan disetujui bersama walaupun tidak semua anggota selalu bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Oleh karena itu, pengaruh norma sangat menentukan perilaku seseorang yang dapat berupa penyesuaian, kompliansi dan akseptasi. 

Penyesuaian atau konformitas (conformity), menurut Kiesler dan Kiesler (2000:119) bahwa konformitas adalah suatu perubahan perilaku atau  kepercayaan terhadap kelompok atau organisasi sebagai akibat tekanan kelompok, baik yang  betul ada maupun yang dibayangkan ada. (Conformity is a change in behavior or believed toward a group as a result of real or imagined group pressures).

Jadi, jelaslah bahwa manusia yang berada dalam suatu organisasi sering menyesuaikan perilakunya. Seseorang dalam penyesuaikan yang bersifat kompliansi secara nyata bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku tetapi tidak sampai di hati nuraninya sendiri. Sedangkan akseptasi berbeda dengan kompliansi, di mana penyesuaian yang bersifat akseptasi adalah penyesuaian yang sepenuhnya., baik dalam arti lahiriah maupun dalam arti batiniah.

3.3  Perilaku Administratif

Perubahan yang mencolok dalam suatu perilaku terletak pada cara-cara yang ditempuh dalam perancangan serta penyusunan organisasi yang didasarkan pada pengetahuan tentang cara-cara organnisasi itu menjalankan fungsinya. Hal ini harus didasarkan pada pengetahuan anggota organisasi mengenai perilaku dan motivasi seseorang untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, maka menurut Goodall (1975:89) terdapat tiga pendekatan yang menjelaskan mengenai perilaku administratif dari suatu organisasi, yaitu :

1. Pendekatan Model Rasional; yang memusatkan perhatian pada individu anggota dan tujuan-tujuannya, yang sangat mirip dengan model-model organisasi yang memberikan pementingan. pada pola-pola internal dalam suatu organisasi. Gagasan utama model ini ialah bahwa orang mengejar tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan masing-masing. Di samping itu, model ini didasarkan pula pada asumsi bahwa orang itu mengejar tujuannya secara rasional dengan menimbang hasil yang akan dicapai dengan biaya atau pengorbanan (costs) yang harus dibayar dan mereka hanya bekerja untuk mencapai hasil yang melebihi biaya pengorbanan. Jadi, membicarakan perilaku nasional ialah membicarakan perilaku yang ditujukan pada sasaran yang melayani kepentingan pribadi para. aktor yang bersangkutan, yang meliputi kekuasaan, penghasilan, keamanan, kenikmatan dan kemudahan (convenience), loyalitas pribadi, kebanggaan di lingkungan kerja, dan komitmen terhadap suatu program, yang ditetapkan sendiri oleh individu untuk dirinya sendiri pula.

2. Pendekatan Model Sosiologis atau Sosio Psikologis; yang memeriksa berbagai faktor yang mem-pengaruhi sikap maupun perilaku individu serta cara perilaku mempengaruhi sikap. Model ini sangat: mirip dengan pendekatan sistem terbuka yang menekankan pada hubungan-hubungan suatu organisasi dengan kelompok-kelompok serta pengaruh-pengaruh di luar dirinya. Pendekatan sosiopsikologis ini menjelaskan bahwa perilaku bersandar pada antropologi, sosiologi, dan psikologi perilaku. Disiplin-disiplin ini menunjukkan pada berbagai cara konteks tindakan manusia dalam mempengaruhi sistem-sistem keyakinan dan sikap-sikap mereka, di mana sikap hanyalah suatu komponen saja dalam sistem perilaku, dan sikap berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi-emosi, peran, struktur sosial dan lingkungan.

3. Pendekatan Model Pembangunan; merupakan suatu model manusiawi yang merepresentasikan jenis-jenis tujuan yang dikejar manusia dan menekankan pada pentingnya cara-cara untuk merancang organisasi sedemikian rupa, sehingga dapat memancing motif-motif yang lebih dikehendaki manusia. Model ini menekankan pada kemungkinan para anggota organisasi untuk mengembangkan potensi mereka. Model ini dikenal sebagai pengembangan keorganisasian (organizational development), yang menganjurkan cara-cara restrukturisasi organisasi agar mendorong jenis perilaku tertentu. Model ini didasarkan atas model-model behavioral dan teori-teori humanistik mengenai organisasi di mana pemecahan masalah kerja oleh manusia menjadi pusat perhatiannya. Ciri-ciri organisasi yang mempunyai komitmen pada pengembangan keorganisasian adalah adanya kepercayaan dan keterbukaan, sama rata sama rasa (leveling), umpan balik, berani menghadapi konflik, dan berani ambil resiko. Model ini pun memberikan peluang yang luas bagi sikap-sikap dan nilai-nilai yang lebih kompleks dari pada yang diberikan model rasional, dan menekankan rancangan organisasi yang dapat membebaskan dan memacu enerji kreatif. 

Pendekatan-pendekatan tersebut men-cerminkan bahwa perilaku dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, bergantung dari sudut mana kita memandangnya, dan berdasarkan perilaku administratif yang bagaimana kita melihat kecenderungan perilaku administratif dari para anggota suatu organisasi yang di dalamnya tercakup perilaku-perilaku baik secara individu maupun kelompok.

Masing-masing perilaku dari setiap individu, disebabkan oleh situasi interaksi sikap yang kompleks, nilai-nilai dan variabel-variabel situasional yang rumit, seperti tekanan sosial, pilihan-pilihan tingkah laku aktual, peristiwa-peristiwa sosial, dan sikap-sikap yang saling bertentangan yang sering menyebabkan seseorang untuk bertindak ke arah pelanggaran atas pilihan-pilihan sikapnya. Hal tersebutlah yang merupakan suatu prediksi yang menyebabkan individu-individu di dalam organisasi berperilaku.

Perilaku akan hampir secara otomatis ditentukan pula oleh kebutuhan dan keinginan terhadap suatu hal tertentu yang akan diusahakan untuk dapat tercapai. Dalam kajian ilmu administrasi publik, konsep ini sering disebut dengan istilah "motivasi", sebagai dorongan dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan, di mana tingkah laku dimulai, diperkuat, didorong, diarahkan dan dihentikan 

Pada saat ini, perilaku aparatur yang paling diharapkan adalah perilaku aparatur pemerintah yang profesional dalam mewujudkan aspirasi rakyat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada mereka.

3.4  Perilaku Birokrasi Pemerintahan

Perkembangan faham antroposentris semakin menempatkan manusia sebagai focus of interest dalam berbagai dimensi kehidupan di dunia. Oleh karena itulah kemudian konsep perilaku semakin mendapat perhatian serius dari para ahli administrasi dan manajemen seiring dengan kesadaran akan pentingnya aspek manusia bagi suatu organisasi.

Konseptualisasi tentang perilaku sebenarnya telah dimulai sejak abad XX, terutama  pada dekade 40-an tepatnya  pasca perang dunia ke-2 tahun 1945 konsep tersebut mendapat atensi yang sangat besar dari para ahli. Salah satu bukti kuatnya atensi tersebut adalah munculnya buah karya Herbert A.Simon berjudul  “Admistratif behavior” yang di dalamnya mengupas tentang pentingnya aspek manusia dalam suatu organisasi. Karya ini dianggap sebagai landmark dari perkembangan ilmu perilaku organisasi.

Konsepsi lain di kemukakan oleh  Hersey dan Blanchard (terjemahan Dharma, 1988:34) bahwa “perilaku pada dasarnya berorientasi tujuan artinya perilaku orang pada umumnya dimotivasi oleh keinginan utuk meraih tujuan-tujuan tertentu”. Tentang adanya motivasi yang mempengaruhi perilaku tersebut Ndraha (1999:66) mengemukakan bahwa “perilaku dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari lingkungan dan kepentingan yang didasari (dari dalam ) oleh yang bersangkutan”.

Pada posisi lain, perilaku dapat mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya pada kondisi tertentu lingkungan dapat mempengaruhi perilaku yang oleh Siagian (1995:174) disebut sebagai kondisi interdependensi. Berkaitan dengan hal ini,  Siagian (1995:174) mengatakan bahwa : Terdapat hubungan yang sangat erat antara perilaku dengan berbagai akibatnya. Dalam kenyataan perilaku tertentu akan semakin diperkuat atau semakin sering ditampilkan apabila bersifat positip dan menyenangkan. Merupakan hal yang wajar dalam manusia apabila dalam perjalanan hidupnya seseorang mempertahankan perilaku yang demikian. Demikian pula dengan manajemen, akan mempertahankan perilaku individu dalam organisasi itu untuk mempunyai konsekuensi positip, yang oleh para ahli ini disebut hubungan ketergantungan.

Karena adanya aktivitas organisasi tersebut, maka perilaku cenderung selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Atchinson (1978:435) berpendapat bahwa : “Perilaku juga dapat dipandang sebagai kegiatan organisme yang dapat diamati oleh organisme lain atau oleh instrumen penelitian”.

Sejalan dengan pandangan organisasi Thoha  (1988:185) menandaskan bahwa “Organisasi merupakan kumpulan orang yang mempunyai sikap dan perilaku tertentu dalam usaha bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu”.

Berkaitan dengan konsepsi birokrasi, penulis dapat mengemukakan bahwa terminologi birokrasi sesungguh-nya berasal dari dua akar kata, yaitu : “Bureau” , atau “Burra” artinya kain kasar penutup meja, dan “ cracy” , ruler keduanya membentuk kata “bureaucracy”. Berpijak dari kata tersebut, sekurang-kurangnya terdapat tiga macam arti birokrasi, yaitu : Pertama, birokrasi diartikan sebagai government by bureaus artinya pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau atasan dalam organisasi formal baik publik maupun privat. Dengan demikian, pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

Konsep birokrasi ini dianggap berasal dari teori Max Weber, yang secara komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut : Menurut Weber ada dua macam konsekuensi, yaitu konsekuensi yang dapat diantisipasi (anticipated consequences) dan konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi (unanticipated consequences). Kedua konsekuensi ini dipengaruhi oleh dua kekuatan  yaitu : pertama, karakteristik birokrasi dan kedua karakteristik individu para pejabat (warga) organisasi.

Dalam perspektif yang berbeda Supriatna (1997 : 104) mengemukakan Kriteria birokrasi pusat dan local dari tiga aspek penting, yaitu : (1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi selaku abdi negara  dan abdi masyarakat, (2) Responsif terhadap masalah yang dihadapi  masyarakat khususnya yang membutuhkan pelayanan masyarakat dalam arti luas, (3) Komitmen dan konsisten terhadap nilai standar moralitas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Sedangkan  Thoha  (1988:187) mengatakan bahwa jika karakteristik individu yang disebutkan di atas berinteraksi dengan karakteristik birokrasi tersebut maka timbulah perilaku birokrasi. Model umumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Model Umum Perilaku Birokrasi

Ketiga aspek di atas, sangat krusial untuk mengeleminir kekhawatiran Crozier dalam Albrow, terjemahan Rusli dan Totok (1996:86) bahwa “Birokrasi sebagai suatu organisasi  yang tidak dapat memperbaiki tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahannya”. Menurut Weber dalam Albrow, terjemahan Rusli dan Totok (1996:82) dikemukakan bahwa terdapat tujuh konsep modern tentang birokrasi, yaitu : (1) Birokrasi sebagai organisasi rasional, (2) Birokrasi sebagai in-efisiensi organisasi, (3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, (4) Birokrasi sebagai administrasi negara (public) (5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, (6) Birokrasi sebagai sebuah organisasi dan (7) Birokrasi sebagai masyarakat modern.

Sesuai dengan perkembangan iklim globalisasi dan demokratisasi belakangan ini, hampir dapat dipastikan tidak terdapat lagi negara yang tidak adaptif dengan sistem birokrasi, bahkan dalam batas tertentu keberhasilan pemerintahan sebagian besar  ditentukan oleh kemampuan birokrasinya. Semakin berkembangnya kekuasaan pada birokrasi justru semakin dirasakan perlu adanya ketentuan yang membatasi agar wewenang pemilik kekuasaan tidak dilewati oleh birokrasi. Oleh karena itu, diadakan aturan-aturan yang menghubungkan kelompok birokrasi yang satu dengan lainnya serta aturan tentang disiplin dan kualitas personal.

Pernyataan tersebut tampaknya relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Ferrel Heady dalam Supriatna (1997:100) yang mengatakan bahwa : Birokrasi selalu dihubungkan dengan personil sebagai ‘kebijakan politik’ dan berkenaan  dengan pemerintahan yang besar atau kesejahteraan rakyat. Birokrasi merupakan fenomena yang dihubungkan dengan skala organisasi yang mempunyai ciri tertentu. Birokrasi dalam istilah organisasi mempunyai ciri struktur hierarki kekuasaan, spesialisasi, dan pembagian kerja. Ciri perilaku birokrasi atau struktur merupakan hasil dari pola perilaku atau birokrasinya. Birokrasi mempunyai pencapaian tujuan.

Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh Santoso (1997:39) yang menandaskan bahwa : “Birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif”.

Kemudian, secara etimologis  istilah pemerintah (government) berasal dari kata yunani “kubernan” atau nakoda kapal yang mengandung makna menatap kedepan. Sedangkan “memerintah” berarti melihat ke depan menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat. Negara memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “perintah” diterjemahkan sebagai perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu. Dengan demikian pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan  atau memberi perintah. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Ndraha (2003:6) mengemukakan bahwa : Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik untuk dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara  asing atau siapa saja yang pada suatu  saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.
Menurut Ahmad (1998:168) bahwa “Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara, sedangkan pemerintahan adalah menyangkut tugas dan kewenangan”. Dengan demikian, pemerintah dalam arti luas berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya menyangkut aparat eksekutif. Sementara itu pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya meliputi lembaga eksekutif saja.     

Sedangkan konsepsi pemerintahan menurut Ndraha (1999:5) adalah “Sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil”.    

Berpijak pada pandangan di atas, maka secara substansial konsepsi pemerintahan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) Dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. (2) Dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan  fugsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara, (3) Dari aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas  dan kewenangan negara.

Kemudian berkaitan dengan pengertian perilaku birokrasi pemerintahan, penulis mengambil rujukan dari pendapat Ndraha (1999:35) yang mengemukakan bahwa “Perilaku birokrasi pemerintahan adalah menempatkan pegawai sebagai konsumen produk-produk pemerintahan yang bekerja dengan penuh ketaatan, ketekunan kerja, pertanggungjawaban, kepuasan dan kedisiplinan”.

Mencermati konsepsi yang dikemukakan oleh Ndraha di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Ndraha sesunguhnya mencerminkan perilaku birokrasi yang berorientasi pada konsep good governance yang selama ini diharapkan oleh rakyat. Oleh karena itu, konsepsi yang dikemukakan oleh Ndraha di atas secara teoritis penulis jadikan rujukan untuk mengungkap perilaku birokrasi pemerintahan yang menjadi fokus kajian.

Melengkapi kepustakaan di atas, Alamsyah (2001) dalam Tesisnya yang mengambil obyek penelitian di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa dalam proses pelayanan sipil, perilaku birokrasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, Alamsyah (2001:119) berpendapat bahwa kewajiban setiap aparatur birokrasi untuk berperilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun fokus kajian Alamsyah dalam perilaku birokrasi diproyeksikan pada kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan dan tanggung jawab.    

Mencermati hasil penelitian di atas, penulis dapat memahami bahwa yang menjadi sasaran analisisnya adalah kewajiban aparatur birokrasi. Hipotesis Alamsyah adalah bahwa pelayanan kepada masyarakat hanya dapat diberikan secara prima jika aparat  birokrasi memperbaiki perilakunya. Perilaku yang dimaksud adalah menyangkut nilai kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan  dan tanggung jawab.

Substansi yang terabaikan dalam analisis Alamsyah adalah “Mengapa selama ini nilai-nilai tersebut diabaikan oleh aparat birokrasi. Apakah mereka tidak memahami nilai-nilai tersebut, atau tidak mampu melaksanakannya, atau karena terpaksa tidak mau melaksanakannya walaupun memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai tersebut”.

Sedangkan dalam penelitian Tesis yang dilakukan oleh Manaf (2002) di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, diperoleh keterangan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparat kecamatan, maka diperlukan perbaikan perilaku sehingga aparat mampu menjadi penyedia layanan yang tanggap, fasilitator yang bertanggung jawab dan komunikator yang komunikatif. Tiga nilai ini yang menurut Manaf sangat krusial dalam mengindikasikan tingkat perilaku aparat  dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan baik.

Melengkapi analisis Tesisnya, Manaf (2002:57) berpendapat bahwa perilaku aparat sebagai aktualisasi sikap aparat dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat dan organisasi) dimana perilaku aparat tersebut mengikuti pola-pola yang telah diterapkan. Statement ini menjelaskan bahwa terdapat kesulitan besar terhadap ketiga nilai  tersebut karena adanya kultur yang sudah terpola. Hal ini merupakan  pekerjaan berat bagi aparat yang memiliki komitmen pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertanyaan besar yang belum terjawab dalam kedua penelitian tersebut adalah bagaimana perlakuan (reward and punishment)  terhadap aparatur birokrasi. Apakah pegawai sebagai consumer produk-produk pemerintahan sudah dilindungi kepentigannya serta diberikan haknya secara proporsional. Jika kultur birokrasi masih  menempatkan aparatur birokrasi sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah secara indoktrinasi dalam posisi powerless dan tidak memiliki bargaining position, maka berat  bagi aparat untuk dapat memahami, menerima apalagi melaksanakan nilai-nilai tersebut, kendatipun  mereka sadar bahwa opini public mendeskriditkan mereka.

Mengamati hasil kedua penelitian di atas, penulis berpandangan bahwa kedua peneliti tersebut cenderung mengabaikan sisi prinsipil dengan pemahaman bahwa aparat yang dimaksud adalah bawahan yang harus mentaati aturan dan perintah pimpinan sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjalankan kewajiban pelayanan masyarakat. Padahal sangat dimungkinkan bahwa persoalan internal aparat khususnya menyangkut hak dan kepentingannya menjadi  bagian dominan yang besar pengaruhnya terhadap perilaku  dan peningkatan kinerja dan bukan karena tidak paham atau tidak mampu bekerja sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dengan perkataan lain aparat birokrasi cenderung akan dapat memperbaiki, menjalankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut jika hak dan kepentingannya sebagai consumer produk-produk pemerintahan terpenuhi.

3.5 Perilaku Birokrasi yang Bersifat Adil dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa sikap ketidakadilan masih dirasakan oleh beberapa penguna jasa yang sedang mengurus beberapa perijinan seperti SIUP, IMB atau sertifikat tanah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam melakukan proses pengurusan itu ada pengguna jasa yang dapat cepat selesai dan malah ada yang sangat lambat sehingga menimbulkan kejengkelan masyarakat. Ketidakadilan ini dapat terjadi karena beberapa sebab. Pertama ada yang mempunyai hubungan kedekatan dengan petugas di kantor bersangkutan baik karena hubungan kerabat, tetangga, atau pertemanan. Kedua karena besarnya biaya “siluman” yang diberikan pengguna jasa tadi sehingga proses pengurusan ini dapat dipercepat dan diprioritaskan. Hubungan “informal” seperti ini dalam kenyataan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang disatu pihak dapat menguntungkan tapi di pihak lain bagi pengguna jasa yang tidak mempunyai akses ke dua sumber tadi menjadi sangat dirugikan. Meskipun secara teoritis misalnya menurut Max Weber bahwa salah satu prinsip penting dalam birokrasi harus bersifat inpersonal tetapi didalam prakteknya tidak mudah apalagi dalam kultur bangsa Indonesia yang masih menghargai nilai-nilai hubungan sosial sehingga prinsip ini tidak seluruhnya dapat dilaksanakan.

Faktor hubungan dan dana “siluman” tadi akan sangat menentukan cepat tidaknya pengurusan suatu perinjinan. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses perijinan ini bagi pengguna jasa yang menjadikan waktu sebagai faktor penting harus memiliki dua akses tadi. Ketidakadilan ini sesungguhnya telah memberi kontribusi terhadap tumbuh suburnya perilaku Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme (KKN) dalam hubungan petugas dan kliennya. Perilaku KKN ini bisa terjadi karena ada hubungan petugas dan kliennya, kedua belah pihak mungkin sama-sama mendapatkan keuntungan meskipun bagi kepentingan masyarakat negara secara bersifat merugikan. 

Abdi negara dan abdi masyarakat sebutan yang diberikan kepada birokrat atau aparat pemerintahan. Sebutan demikian tidak lain karena keharusan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, para birokrat harus bersifat adil, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna peranan demikian antara lain ialah dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat, para pegawai harus bersikap adil dan tidak diskriminatif. Perlakuan diskriminatif dasarnya dapat beraneka ragam misalnya pertimbangan primordialisme seperti kesukuan dan kedaerahan atau ras, satu almamater, satu sosial pihak yang dilayani dan berbagai pertimbangan subjektif lainnya.

Bersifat adil dan tidak diskriminatif, juga berarti bahwa harus terpelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat yang membutuhkan pelayanan (Siagian, 1994:99). Dengan transparansi birokrat pada lembaga pemerintahan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan merasa haknya dipenuhi. Di lain pihak, pejabat atau birokrat yang memberikan pelayanan akan dinilai adil atau tidak adil. 

Sikap adil para birokrat dalam memberikan pelayanan publik menduduki posisi yang sangat penting mengingat bahwa sebagai aparatur birokrasi yang harus memperlakukan siapapun secara sama dan adil atau tidak diskriminatif. Meskipun dalam praktek hal ini tidaklah mudah, baik karena faktor budaya, ekonomi atau kekuasaan para birokrat sering sangat sulit menerapkan keadilan ini dalam melaksanakan tugas pelayanan publiknya. Padahal telah terbukti bahwa, khususnya sejak zaman Orde Baru rakyat atau publik sering diperlakukan tidak adil oleh para birokrat ini sehingga wajar jika mendengar kata birokrasi atau birokrat sebagaian masyarakat sikapnya sudah apriori karena kepercayaan masyarakat sudah menurun.

Oleh karena itu untuk mengembalikan kepercayaan dan legitimasinya di mata masyarakat, aparatur dengan perubahan politik ini harus mulai melakukan reformasi dan reorientasi diri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik agar lambat-laun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi ini kembali baik.

Di sinilah terlihat pentingnya keterbukaan birokrat pada instansi pemerintahan, terutama dalam menciptakan keseimbangan  antara hak dan kewajiban yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik memerlukan keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud (Kotler, 1994:561). 

3.6 Perilaku Birokrasi yang Bersifat Peduli dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terlihat bahwa sebagian para birokrat masih menempatkan dirinya lebih penting atau dibutuhkan masyarakat sehingga kadang terlihat perilaku yang cenderung kaku, angkuh dan ketus terhadap para pengguna jasa terlebih terhadap klien yang dilihat dari segi status sosialnya rendah. Sebagian petugas dari instansi pemerintah ini belum menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat, perilaku para pegawai ini lebih loyal dan melayani pimpinannya, karena mereka beranggapan bahwa pimpinannyalah yang dapat menentukan nasib dan kariernya di tempat kerja dan bukannya masyarakat.


Kenyataan ini berhubungan secara langsung ataupun tidak dengan sikap masyarakat sendiri yang cenderung lebih respek kepada pemimpin informal baik dari kalangan ulama maupun jawara ketimbang kepada pemimpin formal bahkan tidak jarang pemimpin formal cenderung meminta restu dahulu pemimpin informal untuk melakukan suatu program kerja yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga pemimpin informal sering menjadi penghubung antara para pejabat birokrat dengan masyarakat.

Kemungkinan seorang birokrat tidak dapat dengan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya, dengan alasan kuat yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada tugas yang mendesak untuk diselesaikan, rapat dinas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, atau alasan kuat yang lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa birokrat pada instansi pemerintah, kepeduliannya terhadap pelayanan publik dalam posisi sedang atau mendekati kepeduliannya yang tinggi, sehingga kepedulian, kesediaan dan kejujurannya tidak dapat seenaknya  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sisi lain lengah dalam mengurus perizinan untuk masyarakat. Hal ini semakin korelatif apabila peneliti  mencermati kriteria kualitas pelayanan yang dikemukakan Kotler (1994: 561), bahwa empati (emphathy) merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan atau masyarakat.

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrat harus adil dan tidak diskriminatif, juga harus terpelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat yang membutuhkannya. Di sini muncul perilaku birokrasi tidak peduli terhadap pelayanan yang diberikan. Perilaku ini salah satu akibat dari orientasi kekuasaan yang dianut oleh para birokrat pada dinas-dinas secara umum kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Orientasi demikian sering menjelma dalam bentuk arogansi bahwa dialah yang dibutuhkan oleh orang lain. 

Perilaku tidak peduli biasanya muncul dalam bentuk membiarkan orang yang membutuhkan pelayanan, menunggu atau mengulur waktu penyelesaian pemberian pelayanan, bahkan menyuruh orang tersebut kembali pada waktu yang lain. Padahal sebenarnya pelayanan dapat diberikan pada waktu itu (Siagian, l994: l02). Ini merupakan penyimpangan tugas seorang birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sudah dimaklumi bahwa kehadiran birokrasi bukan untuk melayani dirinya sendiri tapi justru untuk memberikan pelayan kepada masyarakat atau warga negaranya. Oleh karena itu jika ada birokrasi yang tidak peduli terhadap kebutuhan atau aspirasi masyarakat berarti ada sesuatu yang salah atau tidak beres dan karenanya harus diperbaiki. Kepedulian ini karenanya merupakan faktor penting agar birokrasi eksistensinya diakui dan diperlukan masyarakat bukan malah mempersulit. Dengan demikian untuk menciptakan aparatur birokrasi yang kondusif dan menimbulkan citra yang baik di masa depan segenap aparatur pelayan publik, khususunya yang dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya dinas-dinas daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus merubah perilakunya menjadi peduli terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat merasa terbantu masalah dan urusannya.

Kepedulian birokrat ini terhadap kualitas pelayanan publik, sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian dapat mempunyai arti penting dalam memelihara citra birokrat yang positif dan untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3.7 Perilaku Birokrasi yang Bersifat Disiplin dalam Pelayanan Publik.

Rendahnya kepedulian para birokrat terhadap pelayanan publik ini berhubungan juga dengan rendahnya disiplin para birokrat dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa para birokrat ini berprinsip bahwa organisasi berjalan di atas aturan meskipun itu melupakan misinya yang utama sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Padahal dalam paradigma terakhir yang dilontarkan Osborne dan Gaebler (1996) justru harus sebaliknya dimana perilaku para birokrat ini harus merubah dari birokrasi yang dikendalikan aturan (role driven government) menjadi birokrasi yang dikendalikan oleh misi (mission driven government).

Loyalitas yang tinggi kepada atasan dan ketergantungan pada aturan mempunyai fungsi ganda yaitu selain sebagai mekanisme untuk berlindung dari kesalahan tetapi juga sebagai upaya untuk promosi pengembangan karier. Perilaku yang secara intensif dibangun sejak masa Orde Baru sebagai upaya untuk mengendalikan birokrasi pada masa kini ternyata masih belum dapat secara signifikan dihapuskan. Perilaku semacam ini mempunyai konsekuensi lahirnya sikap pasif bawahan, karena para pegawai ini selain harus selalu menunggu perintah atasan tetapi jika menemukan aturan yang belum jelas selalu menunda pelayanannya sehingga merugikan terhadap kepentingan masyarakat.

Mematuhi disiplin dalam organisasi, merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh para birokrat di mana ia ditempatkan. Ketaatan yang sifatnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi. Kepatuhan kepada disiplin organisasi menyangkut berbagai segi  seperti ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat pada waktu di tempat tugas, kepatuhan pada atasan, bekerja berdasarkan kultur organisasi yang disepakati bersama, menjunjung etos kerja dan tidak berperilaku negatif. Disiplin adalah satu-satunya jalan atau sarana untuk mempertahankan adanya atau eksistensi dari pada organisasi (Atmosudirdjo, 1976:85). Perilaku birokrasi yang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Adanya aturan disiplin ini baik untuk menjaga konsistensinya aparatur terhadap tugasnya, tapi di sisi lain akan menjadi bumerang jika disiplin dipahami dan dipraktekan secara kaku sehingga aparatur pelaksana menjadi kaku seperti robot dimana ia hanya bekerja sesuai dengan perintah aturan dan juklak. Padahal sebagai pelayanan publik seperti yang dilakukan dinas-dinas itu ia berhubungan langsung dengan suatu dinamika masyarakat yang sangat tinggi dan bervariasi dengan berbagai harapan dan keinginannya.

Oleh karena itu di masa depan dispilin ini jangan membuat para aparatur sebagai petugas di lapangan menjadi kaku seperti robot tapi diberi keluwesan dan hak inisiatif untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu tanpa menunggu juklak atau perintah atasan sehingga akan menggangu dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat sering mengeluh dalam persoalan ini sehingga akan mempertinggi biaya dan waktu dan sebagai penyebabnya adalah karena adanya disiplin yang kaku tadi. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa disiplin tetap perlu tapi jangan sampai ia membunuh kreativitas dan keleluasaan aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 

3.8 Perilaku Birokrasi yang Bersifat Peka dalam Pelayanan Publik

Indikator ini akan mempunyai dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, karena berkaitan dengan suatu parameter untuk melihat sejauhmana daya tanggap atau responsipitas para birokrat terhadap adanya keluhan atau tuntutan dari masyarakat. Kemampuan kepekaan ini untuk selanjutnya dapat menjadi para meter kompetensi birokrat. Oleh karena itu Tjokrowinoto (2001) melihat bahwa alat ukur kompetensi birokrat itu harus mengadung beberapa unsur: Pertama, peka dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar. Kedua, tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan (break through) melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif. Ketiga, mempunyai wawasan futuristik dan sistemik. Keempat, mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan dan meminimalkan resiko. Kelima, jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru. Keenam, mempunyai kemampuan untuk mengkombinasi-kan sumber menjadi resource mix yang mempunyai produktivitas tinggi. Ketujuh, mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia, dengan menggeser sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi.

Tidaklah mudah untuk mempunyai kualitas birokrat dengan semua unsur itu, tapi dengan kemampuan dalam mengasah kepekaan terhadap berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat maka itu akan menjadi masukan dan sumber kekuatan bagi birokrat untuk terus membangun diri dan akhirnya mampu menghadapi situasi yang terus berubah itu.

Salah satu ciri dari kehidupan manusia modern dewasa ini adalah terjadinya perubahan dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Antara lain, pengaruh yang timbul karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, yang harus dipenuhi atau ditanggapi oleh pemerintah. Kepekaan terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, merupakan tugas pokok para birokrat di mana ia ditempatkan. 

Kepekaan atau responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian responsivitas mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntuan pengguna jasa. Oleh karena itu birokrasi yang mempunyai responsivitas yang rendah dengan sendirinya akan memiliki kinerja yang rendah pula.

Birokrasi yang responsif artinya adalah birokrasi yang bersifat dinamis dan terus memperbaiki diri karena ia selalu tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Sebaliknya birokrasi yang kaku dan tidak berkembang akan bersikap pasif dan menolak perubahan karena ia tidak peduli dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. 

Kualitas pelayanan yang terbaik, yaitu melayani setiap saat secara sopan, ramah, tepat, cepat, mampu serta profesional, dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat (Triguno, 1997:78). Dan juga, pelayanan yang unggul (service excellence) mengandung empat unsur pokok, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan (Tjiptono, 1996:58). Dengan demikian, kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi akan memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dan menunjukkan keresponsifan (responsiveness) dari perilaku birokrasi. Maka dapat dikatakan semakin peka responsiveness semakin besar enforcing power, semakin efisien administrasi (Ndraha, 1989:74).

3.9 Perilaku Birokrasi yang Bersifat Tanggung Jawab dalam Pelayanan Publik


Setiap manusia dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tugas setiap birokrat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab pada dasarnya merupakan ciri manusia yang malas dan rajin, tidak senang bekerja dan senang bekerja, mau bekerja apabila mendapat tekanan dan bekerja karena memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam menunaikan tugasnya. 

Jadi, tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya (Nainggolan, 1996:123). 

Perilaku birokrasi yang bertanggung jawab, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan pelayanan yang menyeluruh, ketaatan, dan kecermatan ketika  birokrat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang disampaikan oleh masyarakat. 

Tanggung jawab yang tinggi dalam pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi para birokrat di mana ia ditugaskan, ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Karena kedudukkan birokrat adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut diantaranya meliputi transfaransi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Tanggungjawab aparat birokrasi dalam sistem negara demokrasi sesungguhnya adalah kepada rakyat mengingat bahwa pejabat eksekutif sendiri dan khusunya presiden adalah mandataris. Oleh karena itu aparatus birokrasi harus memahami tugasnya sebagai pelayan publik ini karena ia digaji dan bekerja sesungguhnya adalah untuk membantu masyarakat bukan untuk mensejahterakan dirinya sendiri.

Birokrat juga merupakan perumus, pelaksana, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, berhubung dengan itu birokrat berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan dalam pembinaan, ketaatan, dan kecermatan terhadap kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan (tangible) penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi, agar dapat menumbuhkan kepercayaan (confidence) dan menerima kerahasiaan (assurance) dari masyarakat  (Zeithaml, 1990:24). Oleh karena itu, teori Siagian (1994:91) yang mengatakan, bahwa perilaku birokrasi yang bersifat adil, peduli, disiplin, peka, dan tanggung jawab telah teruji dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 
BAB IV

BIROKRASI PEMERINTAHAN

4.1 Teori Birokrasi

Secara umum dipahami bahwa salah satu institusi yang paling menonjol sebagai personalisasi negara adalah pemerintah. Sedangkan personafikasi pemerintah adalah aparatur birokrasi. Sehingga pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi. Oleh karenanya Kehadiran birokrasi ini walau bagaimanapun sangat diperlukan bagi tegaknya sebuah negara.

Salah satu faktor penting yang ikut andil dalam pengembagan demokrasi adalah birokrasi. Namum, pengembangan tersebut pada akhirnya akan. menimbulkan proses birokralisasi. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, birokratisasi berkembang tanpa. didahului oleh demokratisasi. Oleh karena itu, demokrasi dapat berjalan efektif apabila didukung oleh birakrasi yang kuat.

Ruang lingkup birokrasi dalam literatur ilmu administrasi publik dan ilmu politik mencakup beberapa pengertian. Dari berbagai macam pengertian itu, yang paling sering muncul dalam teori birokrasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureaurationality) seperti yang terkandung dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureucracy.

2. Birokrasi sebagai suatu penyakit (bureau patology), seperti yang diungkapkan oleh Marx dan Luthan.

3. Birokrasi dalam pengertian yang netral (value free) artinya tidak terkait dengan pengertian baik buruk. Disini birokrasi diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi dapat juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (a very big organization is bureaucracy).

Dalam pengertian birokrasi yang buruk Santoso (1995:19) mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengam cara belajar dari kesalahan-kesalahan (an organization that can not correct is behavior by learning from its, errors).

Inti konsep Hegelian Bureaucracy, menurut Moeljarto (1990) yaitu "melihat birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara negara yang memanisfestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat". Sedangkan Budiman (1982:5) berpendapat "birokrasi adalah alat klas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitir klas proletar. Birokrasi adalah parasit, yang eksistensinya menempel pada klas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap klas proletar tadi".

Berbeda dengan Santoso (1991:17) mengungkapkan bahwa : birokrasi terbagi dalam kerangka teori mengenai authority dan domination. Kemudian ia membagi authority dan domination itu menjadi tiga yaitu tradisional, kharismatik dan legal rasional. Setiap bentuk domination berpangkal pada sumber legitimasi yang berbeda dengan aparat administrasi yang berbeda pula. Sumber legitimasi bagi dominasi tradisional adalah waktu. Dominasi jenis ini bersandar pada membangun kepercayaan pada kesucian tradisi-tradisi masa lampau dan legitimasi atas status penggunaan kewenangan di bawah mereka. Aparat administrasinya adalah kerabat kerja.

Dominasi kharismatik berpangkal pada sumber legitimasi yang lain, yakni kepribadian yang luar biasa yang dimiliki pemimpin. Bentuk dominasi ini bersandar pada ketaatan atas kesucian yang luar biasa dan istimewa, sifat-sifat kepahlawanan atau keteladanan dalam person individu dan pola-pola normatif atau ungkapan tata cara yang ditasbihkan olehnya. Aparat administrasinya adalah disciples (murid-murid yang setia) .

Sedangkan legitimasi bagi dominasi legal rasional bersandar pada the loyalty, of pattern of normative rulers and the right of those elevated to authority under such rulers to issue commands (pola-pola legal atas aturan-aturan normatif dan ketepatan dalam pengangkatan, wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi. Aparat administrasinya adalah birokrasi.

Kemudian Weber (1975) juga berpendapat bahwa Birokrasi seperti itulah yang merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Karena organisasi tidak lebih merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh. karena itu perhatiannya. tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dari mekanisme untuk mempertahankan struktur itu. Hal ini merupakan unsur formal yang menjadi ciri khas dari karya Weber dengan ideal type of bureaucracy-nya. 

Tipe ideal birokrasi yang digambarkan Weber (1975:4) dalam empat ciri utama, yaitu :

1. A hierarchical structure involving delegation of authority, from the top the bottom of an organization (Adanya suatu struktur hirarkhi yang meliputi pendelegasian kewenangan dari atas ke bawah dalam suatu organisasi).

2. A series of officials positions offices, each having prescribed duties and responsibilities (Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas).

3. Formal rulers, regulations and standards governing operations of the organization and behavior of its members (Adanya atura-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tata laku para anggotanya).

4. Technically qualified personal employed on a career basis, with promotion based on qualification and performance (Adanya personal yang secara tehnis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan kinerja).

Definisi di atas terlihat bahwa esensinya menitikberatkan pada tata hubungan impersonal terhadap kumpulan manusia yang ada dalam organisasi. Namun demikian impersonalitas dapat menghasilkan keacuhan dan ketidakpekaan birokratik, juga. kurang memuaskan manusia. Agar pencapaian tujuan organisasi dapat efektif, perlu dipadukan antara unsur impersonal dan personal.

Untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan sebagaimana tersebut di atas, maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personalia yang profesional profesionalisasi personalia ini juga harus ditunjang dengan struktur dan spesialisasi yang, bagus serta aturan yang baik.

Selain itu, tipe ideal birokrasi yang dikemukakan Weber sangat sulit dijumpai dalam tataran realitas. Oleh karena itu, perpaduan antara faktor-faktor personal dan impersonal selain telah menjadi kebutuhan juga akan lebih mengefektifkan pembentukan pola perilaku birokrasi yang ideal. Pada hakikatnya teori Weber di atas mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi. Ciri sentral dari model birokrasi Weber adalah pembagian kerja yang sistematis.

Berdasarkan teori diatas jelaslah bahwa suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dari ketentuan lain dalam suatu organisasi. Beberapa sifat yang sangat penting antar lain :

1. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja, 

2. Adanya hirarki yang berkembang,

3. Adanya suatu sistem dari sebuah prosedur dan aturan-aturan,

4. Adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas,

5. Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan

4.2  Kondisi Birokrasi

Rasionalitas organisasi birokratis berhubungan. dengan pertimbangan-pertimbangan efisiensi teknis serta, daya ramalnya, bukan kebutuhan manusia atau nilai akhir. Dalam beberapa kasus, tujuan organisasi itu secara keseluruhan atau akibat yang tidak langsung dari fungsi rutinnya sangat menghambat terpenuhinya kebutuhan manusia atau mengganggu nilai-nilai yang terdapat di kalangan luas

Menurut Johnson (1988:235) teori Weber tidak terlalu melihat efisiensi yang semakin bertambah ini. Padahal hal tersebut. akan menghasilkan kebahagiaan manusia yang lebih besar atau membawa kemajuan yang jelas ke suatu bentuk masyarakat yang utopis. Namun demikian Robbins (1995) mengemukakan bahwa : "birokrasi seringkali menjadi seperti mesin yang memiliki tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformulasikan tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang yang didesentralisasikan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komanda dan sebuah struktur administrasi yang; rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staf.

Bertambah luasnya ruang lingkup dan meningkatnya birokrasi jelas tidak terbentuk tanpa suatu pengorbanan sosial atau manusia. Etzioni (1985:2) berpendapat bahwa saat ini "Banyak orang yang bekerja demi kepentingan organisasi seringkali kecewa dan merasa. terasing dari pekerjaannya. Dalam hal ini organisasi bukannya menjadi abdi masyarakat yang setia, melainkan berubah menjadi tuannya meskipun banyak manfaat dari terbentuknya organisasi tersebut".

Kemajuan birokrasi dapat terlihat dari pertumbuhan bentuk organisasi, pengawasan yang semakin ketat serta terciptanya efisiensi. Hal ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik psikologis maupun emosional. Birokrasi profesional adalah birokrasi yang menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi yang memberi kesempatan kepada organisasi untuk mempekerjakan spesialis yang sangat terlatih bagi pelaksanaan kerja pokoknya, sambil tetap memperoleh efisiensi dari standarisasi yang dimaksud spesialisasi disini adalah fokus kerja berdasarkan atas kepemilikan kemampuan individual bukan atas dasar pembagian kerja.

Hal di atas membuktikan bahwa birokrasi profesional membutuhkan manajemen puncak untuk melepaskan tingkat kontrol yang cukup banyak. Sedangkan para profesional membutuhkan kebebasan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. Profesionalisme birokrasi bisa terhambat akibat adanya perbedaan kontras antara disiplin birokrasi dengan keahlian profesional yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Antara orientasi profesional dan orientasi birokrasi terdapat persamaan dan perbedaan. Orientasi profesional lebih mengutamakan pelayanan profesional, pendekatan kolegal, kelompok teladan, otonomi dalam pembuatan keputusan dan menentukan standar sendiri. Sedangkan orientasi birokrasi berorientasi kepada hirarki, disiplin dan menekankan kerja bawahan untuk kepentingan organisasi.

Secara rinci perbedaan dan persamaan di atas, akan dikemukakan di bawah ini berdasarkan indikatornya masing-masing.

Standarisasi kerja suatu organisasi meliputi tiga indikator, yaitu :

1. Pekerjaan rutin. Dalam disiplin organisasi penekanannya pada uniformitas atau keseragaman, masalah yang dihadapi oleh klein, sedangkan keahlian profesional menekankan pada keunikan klien.

2. Kontinuitas prosedur. Dalam disiplin birokrasi penekanannya terletak pada laporan (report) yang ada serta file anggota, sedangkan dalam keahlian profesional penekanannya pada penelitian dan perubahan.

3. Kekhususan aturan. Dalam disiplin birokrasi aturan digambarkan sebagai suatu yang universal dari spesifik, sedangkan dalam keahlian profesional aturan digambarkan sebagai suatu alternatif yang bersifat defusif.

Spesialisasi pekerjaan meliputi indikator :

1. Dasar dalam pembagian kerja, dalam disiplin birokrasi penekanannya pada efisiensi tehnik dan tugas, sedangkan dalam keahlian profesional penekanannya pada pencapaian tujuan dan orientasi klien.

2. Dasar suatu keterampilan. Dalam disiplin birokrasi ketrampilan diutamakan dalam praktek, sedangkan. dalam keahlian profesional yang diutamakan monopoli pengetahuan.

Otoritas atau kewenangan meliputi indikator-indikator :

1. Tanggung jawab dalam pembuatan keputasan, keputusan yang dibuat berkenaan dengan pengaplikasian aturan ke masalah-masalah rutin (disiplin birokrasi), sedangkan dalam keahlian profesional berkenaan dengan kebijakan profesional dan masalah-masalah unik.

2. Dasar kewenangan sanksi diberikan pimpinan loyalitas terhadap lembaga dan atasan serta otoritas berdasarkan posisi atau kedudukan (disiplin birokrasi), sedangkan. dalam keahlian profesional sanksi diberikan oleh lembaga profesi yang bersangkutan, loyalitas diberikan untuk kepentingan organisasi profesi dan klien, dan untuk otoritas didasarkan atas kompetensi personal. Dalam disiplin birokrasi, sumber otoritas ada pada statusnya di dalam organisasi, sedangkan dalam keahlian profesional otoritas itu didasarkan atas keahlian khusus.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, menurut Heady (1991:297-301) mengemukakan bahwa ada lima ciri administrasi yang indikasinya ditemukan di negara-negara berkembang, yaitu :

1. Pola dasar administrasi publik bersifat jiplakan dari pada asli, negara-negara berkembang baik yang pernah dijajah bangsa barat atau tidak cenderung meniru sistem administrasi barat. Pada banyak negara bekas jajahan banyak mengikuti administrasi kolonial padahal administrasi kalonial sendiri hanya diterapkan di daerah jajahan dan tidak di negara asalnya sendiri. Akibatnya berbeda dengan administrasi di negara penjajahnya, administrasi kolonial bersifat, elitis, otoriter jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta bersifat paternalistik.

2. Birokrasi di negara berkembang, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah melainkan kualitas. Dari segi jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang memperkerjakan orang lebih. dari yang diperlukan, yang justru kurang adalah administrator yang terlatih dengan kapasitas manajemen, ketrampilan-keterampilan pembangunan dan penguasaan teknis yang memadai.

3. Birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan Birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian saran-saran program. Dari sifat: seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara-negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah dan dianggap tidak mengenal etika.

4. Adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan fenomena formalisme dimana. gejala yang lebih berpegang kepada wujud. dan ekspresi formal dibandingkan dengan sesungguhnya terjadi. Hal ini tercermin dalam penetapan perundang-undangan yang tidak mungkin dilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggar sendiri oleh yang menetapkan, memutuskan kekuasaan meskipun resminya ada desentralisasi dan pendelegasian wewenang, melaporkan hal yang baik-baik dan tidak mengetengahkan keadaan yang  tidak baik atau masalah yang sesungguhnya dihadapi.

5. Birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan kolonial yang memerintah secara absolut atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka.

Khusus untuk kasus Indonesia, meskipun selama ini sebenarnya semua instrumen yang dikeluarkan oleh birokrasi berupa peraturan sangatlah baik, namun dalam pelaksanaannya SDM yang berkecimpung disanalah yang kurang mengerti jiwa dari peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya penyelewengan terjadi justru dari bawah. hingga atas atau dari atas hingga. ke bawah.

Apalagi ada beberapa karakteristik birokrasi yang melekat pada tubuh pemerintahan negara Indonesia

1. Pada umumnya aparatur negara (terutama aparatur pemerintah.) masih belum efisien dan efektif. Produktivitas aparat pemerintah masih rendah, termasuk ketrampilan dan etos kerja SDM masih jauh ketinggalan. dibandingkan dengan negara-negara. tetangga yang sudah maju. Pengetahuan aparat birokrasi pemerintah sangat terbatas pada bidang kerjanya, sehingga tidak dapat membantu menyelesaikan hal lain manakala diperlukan tidak saja berkenaan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan informasi di sekitar lingkungan kerjanya demikian pula pelayanan dan kedisiplian masih menjadi masalah krusial yang perlu dibenahi .

2. Meskipun telah, dilancarkan debirokratisasi dan deregulasi, namun beberapa fungsi birokrasi, misalnya. perijinan masih berbelit-belit. Hal ini dikarenakan perijinan masih dianggap lamban kekuasaan, bukan fungsi pengaturan dan pelayanan agar cepat dan adil. Bahkan dalam proses kerja tidak sedikit yang diwarnai dengan berbagai pungutan dan kewajiban menyetor upeti dan penyalahgunaan wewenang lainnya.. Sehubungan dengan peran dan posisi aparat birokrasi pemerintah yang harus menjadi panutan masyarakat moralitas merupakan aspek penting. Moralitas tidak hanya berarti bahwa seseorang mempunyai pribadi, tetapi juga tidak melalukan penyelewengan atau melakukan hal yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya. Aparatur harus mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, mempunyai integritas dan rasa keadilan, bekerja tanpa pamrih serta keberanian. Moralitas ini patut menjadi pedoman hidup aparat birokrasi karena seringkali penyelewengan dalam tugas dan wewenang dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan atau sekedar pemenuhan kebutuhan.

3. Koordinasi, integritas dan sinkronisasi antara aparat pemerintah terutama dalam perumusan politik pemerintah (public policy) masih lemah. Seharusnya dalam era globalisasi dan liberalisasi mutlak adanya kebijakan (politik) pemerintah yang serasi satu sama lain (muttualy consistent policies).

4. Disamping korupsi dan kolusi masih terjadi pemborosan keuangan negara, karena kekurang-mampuan pejabat (pegawai negeri) dan belum berkembangnya profesionalisme secara tepat. Aparatur pemerintah belum bersih, belum cakap, belum berwibawa dan belum menjadi pengayom serta pelayan masyarakat. Bahkan masih kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

5. Sistem karier dengan sistem prestasi juga belum mapan, antara lain masih adanya pengangkatan eselon I departemen dari unsur BUMN yang bukan pegawai. negeri sipil. Disamping pemberian gaji yang layak sistem karier juga dapat menjadi penopang tingkat keeejahteraan aparat birokrasi pemerintaha. Kebutuhan manusia dalam berorganisasi tidak hanya terbatas pada kebutuhan finansial dan fisik saja. Kebutuhan nonfisik seperti penghargaan, prestasi, kepercayaan, tanggung jawab organisasi, kewenangan dalam mengambil keputusan, rasa aman dan. lain-lain juga harus dijadikan pertimbangan Karena itu perlu dimantapkan terus sistem karier bagi aparat birokrasi pemerintah Indonesia..

6. Paratur pemerintah masih terlalu sentralistis dan usaha desentralisasi baru dalam tahap uji coba, sedangkan birokrasi masih terdapat di semua tingkatan aparatur pemerintah. Padahal budaya birokratis memiliki kontradiksi dengan. sistem sosial industrial yang sedang kita kembangkan. Budaya industrial memerlukan inisiatif individual dalam suatu masyarakat yang oleh Mc Clelland, the achieving society. Sistem kepribadian yang memungkinkan seseorang menjadi aktif dalam mencari pemenuhan kepuasan kreatif memerlukam lingkungan simbolis tertentu. Suatu masyarakat industrial memerlukan sikap kritis dari masyarakat-nya. Industrialisasi masyarakat-masyarakat di dunia barat selalu disertai dengan munculnya kekuatan lawan yang melakukan koreksi terhadap perkembangan masyarakat sikap kompromis dan afirmatif dalam budaya. birokratis tentu tidak mampu menumbuhkan kritik sosial yang diperlukan.

7.
Jumlah pegawai negeri sipil yang besar, tidak dapat membedakan antara pegawai negeri yang melaksanakan tugas pemerintahan (government function) dan bukan seperti pegawai negeri di lembaga pendidikan dan rumah sakit milik pemerintah. Ditambah lagi kesejahteraan pegawai negeri sipil dan TNI masih rendah dibanding dengan negara- negara tetangga.

Kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa mutu layanan birokrasi masih jauh dari harapan Aparatur pemerintah sering mempersulit urusan dan menunda-nunda. Birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya karena, banyaknya intervensi pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur administrasi. Birokrasi pelayanan masih berbelit-beli dari instansi pemerintah dan konotasi birokrasi dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi diri aparatur. Dan masih rendahnya kemampuan manajerial yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi

Kondisi di atas menampikan adanya perbedaan yang kontras antara disiplin birokrasi dengan keahlian profesianal serta karakteristik-karakteristik negatif yang melekat pada birokrasi. Hal ini tentu memerlukan upaya pembenaran dan pembaharuan birokrasi. Pembenahan dan pembaharuan birokrasi ini banyak ragamnya, salah satu upaya yang dipandang baik adalah dengan memberdayakan birokrasi.

4.3 Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi merupakan istilah yang sangat bernada emosional dan berkonotasi sulit dipahami. Para ahli dalam berbagai disiplin ilmu lebih suka membicarakan perbedaan konsep tentang birokrasi daripada mencari kesepakatan ketepatan istilah birokrasi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila makna birokrasi begitu banyak.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi, Abdullah (1991) membedakannya menjadi tiga kategori, yaitu :

l. 
Birokrasi Pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah, ialah propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur atau regulative function.

2. 
Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri. Fungsi pokoknya adalah development function atau adaptive function.

3. 
Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service (pelayanan) langsung kepada masyarakat. 

Melihat definisi birokrasi yang telah diungkapkan sebelumnya, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan birokrasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah, di bawah departemen dan lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah seperti di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa atau kelurahan. Jadi pengertian birokrasi disini tidak bergantung kepada pengertian birokrasi dalam arti baik dan rasional atau sebagai suatu penyakit maupun pengertian birokrasi yang netral.

Maksud di atas sejalan dengan definisi. birokrasi yang dikemukakan oleh Santoso (1993:19) bahwa birokrasi pemerintah sekalipun tugas dan jabatannya terorganisasi secara formal, tetap berkaitan dengan jenjang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal (the governmental bureaucracy is a group of foemally organized officers ang duties, linked in a complete grading subordinates to formal role makers).

Hal serupa diungkapkan pula. oleh Kristiadi (1994:93) bahwa pada hakikatnya birokrasi merupakan struktur organisasi di sekitar pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Kemudian Castles (1976:2) menyebutkan bahwa birokrasi adalah orang- orang bergaji yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan tentu saja termasuk di dalamnya para pejabat tentara dan birokrasi militer. Sehingga tidak mengherankan bila kadang-kadang birokrasi disinonim-kan dengan pegawai negeri dan pada saat yang sama diartikan pula sebagai. kompleksitas gagasan-gagasan ciri-ciri struktur organisasi modern. Namun, pada suatu saat birokrasi pun dapat merujuk pada sosok para pejabat atau kepada kerutinan administrasi perkantoran. Dalam konteks negara Indonesia yang termasuk birokrasi adalah birokrat sipil dan militer yang masing-masing merupakan pegawai negeri.

Birokrasi pemerintah merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar, terlebih birokrasi bagi suatu negara yang sedang membangun karena kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Hal ini senada dengan apa dikemukakan oleh Heady (1988:141) yaitu : birokrasi negara merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar yang saat ini ada hampir di semua kebangsaan di dunia, mempunyai karakteristik struktural yang sama, menunjukan aneka ragam perilaku yang mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan politik di tempat birokrasi itu berfungsi. 

Selanjutnya Heady menyebutkan bahwa, bila birokrasi terlibat lebih jauh lagi dalam proses politik dan strategi yang berkaitan dengan garis petunjuk untuk evolusi, maka birokrasi akan menjadi masalah yang menarik.

Banyak kesan yang dilontarkan kepada birokrasi dalam terminologi yang baik. Tetapi hal ini kemudian berkembang tatkala birokrasi pemerintah terkesan kurang baik dan sering menyulitkan orang, bahkan birokrasi seolah-olah memiliki kesan sebagai suatu proses panjang yang berbelit-belit. Hal tersebut dirasakan ketika masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintahan.

Berdasarkan legitimasi otoritas legal-rasional, Weber (1996) merumuskan delapan preposisi birokrasi dalam bentuknya paling rasional sebagai berikut :

1.
Peran anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka.

2.
Ada hirarki jabatan yang jelas.

3. 
Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas.

4. 
Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.

5. 
Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesianal, idealnya didasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian.

6. 
Mereka memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan.

7. 
Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya.

8. 
Terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit system) dan menurut pertimbangan keunggulan (superior).

9. 
Pejabat mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.

10.
Ia untuk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam. 
Selanjutnya berdasarkan tipe ideal Weber itulah kemudian disusun pemahaman birokrasi dengan konsep modern yang mengkategorikan :

1. 
Birokrasi sebagai organisasi rasional. Memandang birokrasi sebagai mekanisme sosial dalam pengelolaan organisasi sosial untuk memaksimum-kan efisiensi, netral, stabilitas, normatif sebagai suatu upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

2. 
Birokrasi sebagai inefisiensi organisasi. Memandang birokrasi sebagai bentuk pelembagaan organisasi yang cenderung lamban, formalitas, duplikasi usaha, departementalisme, infleksibilitas, lebih menekankan senioritas dan keamanan. Peraturan-peraturan dalam birokrasi sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Keseluruhannya itu memoros pada ketidakefisienan dan kekakuan struktur.

3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. Memandang birokrasi sebagai spesifikasi dari sifat kelompok atau individu yang memegang kekuasaan sepanjang masa. Karena itu birokrasi dipakai pada suatu sistem kontrol pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan pejabat (administrator profesional) yang dengan kekuasaan itu menjalan-kan pemerintahan.

4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik). Memandang birokrasi sebagai unsur dari setiap struktur organisasi (administrasi) negara. Unsur itu mengacu kepada suatu kelompok umat manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh suatu masyarakat, yaitu pekerjaan yang dijalankan oleh negara. Birokrasi mencakup kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan adminitrasi negara dimana mereka yang pekerjaan pokoknya adalah pekerjaan pemerintahan dan orang-orang yang direkrut itu melalui cara-cara yang tidak berdasarkan keturunan.

5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat. Memandang birokrasi sebagai konsep yang berhubungan dengan suatu kerangka yang eksplisit bagi analisis organisasi yang dengannya organisasi dilihat sebagai struktur-struktur, dimana staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian merupakan bagian penting.

6. Birokrasi sebagai sebuah organisasi. Memandang bahwa prinsip-prinsip umum yang dilaksanakan birokrasi, pada saat yang sama ternyata distribusi otoritas tersebar diseluruh organisasi melaksanakan prinsip-prinsip umum itu. Karena itu organisasi dianggap sinonim birokrasi, terutama organiasi besar, kompleks, formal dan Modern.

7. Birokrasi sebagai masyarakat modern memandang bahwa antara birokrasi dengan masyarakat tidak dapat dibedakan. Hal ini disebabkan dalam pertumbuhan birokrasi, masyarakat telah menjadi birokrasi. Fungsi-fungsi publik birokrasi sebagai tanggung jawab negara telah terjalin dalam keseluruhan struktur masyarakat. Setiap bidang kehidupam sosial saling berkaitan dan diluar kontrol tunggal suatu organisasi apapun. 

Berdasarkan pemahaman birokrasi di atas, maka birokrasi dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni; pertama, sebagai sesuatu yang baik atau rasional, kedua sebagai suatu penyakit (bureauc pathology) dan ketiga, sebagai sesuatu yang netral. Birokrasi sebagai sesuatu yang baik  karena birokrasi digunakan untuk mencapai tujuan dan kepentingan oleh negara dengan struktur yang diatur secara normatif-formal sehingga pencapaian tujuan dan kepentingan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Birokrasi sebagai suatu penyakit dikaitkan dengan kelambanan kerja, prosedur yang  berbelit-belit, pemborosan, peraturan yang kaku dan sering memihak serta adanya dominasi dan sentralisasi kekuasaan yang sering muncul dalam sistem pemerintahan. Keseluruhannya itu memicu penyalahgunaan kekuasaan yang ada pada pejabat-pejabat negara sehingga merugikan atau membahayakan bagi kepentingan warga negara dan negara.

Birokrasi dikatakan sebagai sesuatu yang netral bila dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan merupakan sekumpulan tugas dari jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal.

Untuk menciptakan sosok birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dari aspirasi masyarakat, dinamika dalam melaksanakan tugas-tugas negara, merupakan model birokrasi yang dibutuhkan dalam kerangka pemerintah yang berorientasi pelayanan (customer driven government). Dalam usahanya melayani masyarakat, pola dari atas ke bawah (top down. approach) yang diterapkan oleh birokrasi cenderung semakin meningkat dan meluas Bahkan otonomi desa di bidang pembangunan yang sering dikesankan sebagai cermin demokrasi tradisional asli, cenderung merosot. Sedangkan pelebaran tugas-tugas pembangunan sektoral melalui jalur-jalur birokrasi yang terkendali pada tingkat kecamatan semakin meningkat.

Knott dan Miller mengatakan adanya empat macam persoalan seiring terdapat dalam birokrasi pemerintahan, yaitu :

1.
Daur kekuatan aturan (regidity cycle), hal ini disebabkan oleh struktur birokrasi yang kurang fleksibel, birokrasi pemerintah cenderung memba-tasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Birokrasi sering ragu-ragu untuk bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang kaku sebelum bertindak kebijakan birokrat akan menunggu orang lain untuk bertindak dan meyakinkan bahwa dulu apakah tindakan itu dibenarkan menurut prosedur.

2.
Pengalihan sasaran (goal displacement), kelemahan manajerial seringkali tidak berhasil memotivasi individu untuk mencapai tujuan organisasional. Sebaliknya sistem manajerial itu hanya merangsang individu untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi, itulah sebabnya sasaran atau tujuan organisasi seringkali bergeser, bukan untuk melaksanakan layanan umum secara efisien melainkan sekedar untuk melestarikan aturan-aturan.

3.
Kurangnya kapasitas personal terlatih (skilled incapacity), yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk melihat tugas-tugas dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan. Dalam birokrasi politik terdapat kecenderungan bahwa masing-masing personil melihat masalah dari perpektifnya sendiri dan menganggap bahwa tidak ada sumbangan personil lain untuk memecahkan masalah tersebut.

4.
Sistem kewenangan berganda (dual system of authority) adalah perbenturan antara kewenangan struktural dan kewenangan fungsional.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan di atas adalah perlunya reorientasi peran birokrasi. Pentingnya pandangan baru dalam pelaksa-naan tugas-tugas pemerintahan dengan mengetengahkan kebutuhan-kebutuhan birokrasi akan inovasi yang bersifat strategis. Kecenderungan akan perubahan-perubahan peran birokrasi telah memberikan nuansa baru, sehingga birokrasi kita sendiri mulai dirasakan adanya dinamika ke arah modernisasi sebagaimana terjadi di negara-negara yang telah maju.

Dalam kondisi birokrasi pemerintah seperti itu, sangat penting untuk memberdayakan birokrasi pemerintah sehingga birokrasi memiliki daya respon tinggi akan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan umum. Pemberdayaan birokrasi diharapkan memberikan sistem administrasi negara yang kondusif bagi pegawai birokrasi pemerintah di lini depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan sistem pelayanan yang efisien dan efektif baik ditinjau dari kepentingan masyarakat maupun negara.

4.4  Netralitas Birokrasi

Pada hakekatnya birokrasi pemerintah membatasi pada lingkungan executive branch dimana birokrasi yang berada di lembaga eksekutif menurut tipe ideal Weber bukanlah merupakan kekuatan politik melainkan lebih banyak penekanannya pada aspek teknis administratif. 

Jika demikian halnya maka seharusnya birokrasi itu dibebaskan dari pengaruh dan keterlibatan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang sewaktu-waktu bisa masuk ke birokrasi. Sebab salah satu hal yang sangat menganggu pengembangan demokrasi di Indonesia adalah karena campur tangan politik yang begitu besar dari birokrasi Oleh karena itu birokrasi benar-benar harus bebas dari pengaruh politik. Hal ini dimaksudkan agar birokrasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan bisa bersikap adil tidak memihak dan objektif.

Santoso (1995) menyatakan bahwa model birokrasi yang diinginkan untuk menjawab tantangan sekarang dan akan datang haruslah mempunyai karakteristik yang organis adaptif, harmonis, politik, netral dan berorientasi pada pelayanan (delivery of public service). Tetapi persoalannya disini adalah, dapatkah birokrasi pemerintah bisa bersikap netral. Karena birokrasi dikatakan sebagai sesuatu yang netral bila dikaitkan dengan birokrasi pemerintah.

Secara teknis, seharusnya birokrasi itu bersikap netral, karena ideal tipe birokrasi yang diperkenalkan oleh Weber, bukanlah birokrasi pemerintah sebagai suatu kekuatan politik atau setidaknya telah menjelma menjadi sesuatu kekuatan politik, melainkan sebagai instrumen politik. Birokrasi harus berfungsi sebagai agen bukanlah sebagai master. Birokrasi lebih banyak menekankan pada aspek teknis administratif dan teknik operasional dari politik, kalau terpaksa memihak, maka alternatifnya hanya memihak kepada pemerintah untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada seluruh rakyat dan objektif.

Pandangan lain tentang perlunya birokrasi, ada keterkaitan dengan kekuatan politik bahwa dalam suasana bangsa yang sedang, membangun suatu birokrasi yang sama sekali bebas politik, akan bisa merosot menjadi birokrasi yang sangat kaku, dogmatik, seperti apa yang dikemukakan oleh Weber. Para pejabat pada dasarnya tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan politik, walaupun jelas tidak bebas dari kegiatan politik dalam arti luas.

Jika dengan istilah itu (netralitas birokrasi) dipahami sebagai keharusan memberikan pelayanan terhadap siapa saja tanpa pilih bulu, kita lebih baik menyebutkan sebagai suatu sikap profesional, bukannya sebagai sikap bebas politik. Ada juga yang mengatakan bahwa birokrasi sebagai aktor yang sekedar menerapkan kebijakan yang telah diputuskan di tempat lain. Walaupun dalam prakteknya, ternyata birokrasi tidak hanya sekedar mendominasi kegiatan administrasi pemerintah, tetapi juga kehidupan berpolitik masyarakat secara keseluruhan. Karena memang birokrasi itu tidaklah bebas politik, khususnya jika politik itu dipahami  dalam arti luas sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arfani (1996) mengemukakan bahwa: tampaknya konsep netralitas birokrasi perlu dipikirkan kembali. Netralitas yang dimaksud disini adalah dibersihkannya birokrasi dari keterlibatannya dalam permainan politik. Birokrasi mungkin akan tetap diperlukan kontribusinya dalam pengambilan kebijakan publik. Tetapi birokrasi tidak dapat dibenarkan untuk dipakai oleh pimpinan eksekutif atau oleh dirinya sendiri untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.

Konsekuensi dari pendapat di atas adalah bahwa birokrasi harus dikembalikan kepada misi utamanya, sebagai instrumen negara untuk melayani kepentingan publik atau untuk memenuhi tuntutan publik. Hanya saja, apabila birokrasi benar-benar netral, partai politik akan dapat berkembang menjadi besar dan besarnya partai-partai politik akan membuat kekuasaan terbagi ke dalam pusat-pusat kekuasaan yang lebih banyak. Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan bobot proses check and balance dalam mekanisme politik.

Untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan sebagaimana tersebut di atas, maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personalia yang profesional dengan spesialisasi yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya terkadang justru  tidak rasional.

4.5 Birokrasi dan Fenomena Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Popularitas konsep birokrasi mulai berkembang setelah muncul pemikiran Weber (1947) tentang Teori Organisasi Sosial dan. Ekonomi, yang antara lain menguraikan tiga tipe dasar tentang legitimasi kewenangan, yaitu charismatic, traditional dan legal-bureaucratic inilah kemudian dikenal tipe ideal birokrasi. Untuk mengukur tipe ideal birokrasi seperti yang diintroduksi Weber cukup banyak dimensinya, tetapi ciri utamanya adalah : "Bureaucratic administration means fundamentally the exercise of control on the basis of knowledge". "Bureaucracy is superior in knowledge, including both technical knowledge of the concrete fact within its own sphere of interest ... ". 
Kalau memperhatikan konsep Weber maka tipe ideal birokrasi dalam pemerintahan adalah lembaga pemerintahan yang dalam kegiatannya didasarkan pada kemampuan pengetahuan, artinya kesesuaian antara posisi-posisi birokrasi dengan orang-orang yang menempatinya. Dari pemikiran itu pulalah maka berkembang konsep profesionalisme yang sebenarnya dipengaruhi oleh konsep industri modern di mana terjadi pembagian pekerjaan yang menuntut keahlian tersendiri dari orang yang melaksanakannya, setiap jabatan hanya diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan yang tepat, baik kemampuan akademik maupun kemampuan teknis.

Seperti dikritik banyak ahli bahwa tipe ideal tersebut sangat sulit untuk diimplementasikan. Pertama, karena birokrasi adalah alat atau mekanisme untuk pencapaian tujuan dengan baik dan efisien. Jadi bukan hanya semata-mata berupa suatu susunan kerja sama dari organisasi besar yang sifatnya statis yang sering dikritik sebagai “orang gendut” yang jalannya lamban. Kedua, birokrasi adalah instrument of power yang tidak terlepas dari kepentingan sumber power itu sendiri. Perlu ditambahkan pula, bahwa tanpa manusia birokrasi tidak mungkin berjalan. Artinya, aktivitas birokrasi akan dipengaruhi oleh perubahan kepentingan internal orang-orang yang ada di dalamnya.

Seperti dikemukakan Weber sendiri bahwa konsekuensi utama dari birokrasi tersebut dalam kehidupan masyarakat adalah kompetensi teknis dan pengembangan atau perluasan latihan-latihan teknis, serta dominasi semangat formalistik. Secara singkat positifnya bahwa birokrasi seperti dikemukakan Weber itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap proses yang dilakukan karena ketepatan antara posisi-posisi kegiatan dengan orang-orang yang melaksanakannya. Tetapi negatifnya, bahwa pekerjaan akan menjadi rutinisme dan formalitas sehingga mengakibatkan kejenuhan dan mengurangi semangat untuk berkembang.

Pertama-tama dalam menghubungkan suatu konsep dengan dunia nyata Indonesia hendaknya memahami lebih dahulu apakah latar belakang konsep yang diintroduksi dengan dunia nyata yang dihadapi sama. Konsep birokrasi seperti yang banyak disoroti adalah konsep umum berdasarkan kehidupan masyarakat Dunia Barat yang sangat berbeda  karakteristiknya dengan masyarakat Indonesia. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa manakala akan mengadopsi suatu konsep yang datangnya dari luar tidak dipelajari secara mendalam bagaimana lahirnya konsep tersebut. 

Akhirnya seperti ada suatu pemaksaan bahwa konsep itu harus diikuti dalam praktek padahal kehidupan masyarakat tidak sesuai atau belum siap untuk menyesuaikan. Dengan memperhatikan pemikiran di atas, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang profesional dan netral. Dalam pengertian profesional menyangkut kemampuan yang dihubungkan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi, dalam arti kata kemampuan untuk menggunakan fasilitas teknologi modern. Dengan menguasai dalam menggunakan fasilitas teknologi modern, kelemahan negatif berupa lambannya proses kerja birokrasi dapat teratasi. Secara ideal birokrasi hanya akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku netral. Maksudnya, birokrasi hendaknya bertindak sebagai lembaga administrasi publik yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan.

Dihubungkan dengan kondisi nyata Indonesia, konsep birokrasi tersebut kelihatanya baru pada tahap ideal dan masih berupa lamunan, terutama dalam hubungannya dengan netralitas. Secara konseptual sudah lama birokrasi diharapkan netral, antara lain tidak dibenarkannya aparat birokrasi menjadi anggota partai politik walaupun sebagai warga negara resmi Indonesia. Memang secara normatif konsep tersebut sudah diberlakukan tetapi secara praktis tidak mudah untuk dilaksanakan.

Kesulitan dalam netralisasi birokrasi dipengaruhi berbagai faktor yang cukup kuat. Pertama, pembinaan yang cukup lama dari sistem orde baru telah membuat perilaku birokrasi untuk tidak netral dengan keharusan sikap monoloyalitas terhadap suatu kekuatan politik yang berkuasa. Perilaku itu tidak mudah untuk berubah karena pada kenyataannya sebagian besar aparat birokrasi atau pejabat publik yang sekarang berperan adalah masih stok lama.

Kedua, kinerja birokrasi dewasa ini merupakan hasil tarik menarik dari berbagai kekuatan yang masing-masing membawa nilai yang berbeda-beda, antara lain lembaga legislatif, organisasi kedinasan, organisasi profesi, organisasi politik dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sifat dari kinerja tersebut mudah berubah bergantung pada dominasi atau titik penekanan yang lebih kuat dalam tarik menarik tersebut. Secara ideal mestinya hasil kompromi dari berbagai nilai itu tetapi dengan sering terjadi adanya konfik internal menggambarkan kesulitan dalam mencapai kompromi.

Ketiga, karena keterbatasan jabatan bahkan lowongan kerja, rekrutmen pejabat khususnya atau pegawai umumnya lebih banyak didasarkan pada. rekomendasi penguasa atau pejabat kunci yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau keorganisasian Disamping situasi ini melemahkan sifat profesionalis-me, juga menyulitkan bagi pejabat atau pegawai yang bersangkutan untuk bersifat netral karena mempunyai ketergantungan moral pada pihak yang menempatkan dirinya.

Keempat, pimpinan departemen terdiri dari anggota partai atau kekuatan politik yang berheda-beda dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Bagaimanapun para pejabat dan aparat yang ada di bawahnya akan menyesuaikan  dengan kepentingan atasannya. Artinya, perilaku netral para pejabat publik dalam suatu departemen sulit untuk dilaksanakan kalau pimpinannya sendiri-sendiri berdiri pada posisi yang tidak netral.

Faktor lain yang sifatnya makro adalah ketergantungan akan kekuatan di luar sistem birokrasi itu sendiri. Yang dimaksudkan adalah kekuatan pihak luar lembaga pemerintahan, terutama lembaga-lembaga internasional yang memberikan fasilitas yang diperlu-kan dalam kehidupan birokrasi seperti modal dan teknologi. Investasi. mereka baik melalui pendekatan pada pejabat-pejabat kunci dalam birokrasi maupun secara langsung pada proses pengambilan kebijakan. Hal ini sama halnya dengan kehidupan dan perilaku birokrasi dalam suatu sistem penjajahan.

Berdasarkan opini publik yang berkembang, sebenarnya berbicara korupsi di Indonesia sudah hampir tidak aneh lagi karena tidak ada yang lowong dari berita yang menyangkut peristiwa atau perilaku korupsi, kolusi. dan nepotisme, baik yang sifatnya kelas teri, kelas kakap maupun kelas gurita. Oleh karena itu tidak heran kalau dalam opini dunia, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan peringkat korupsi “papan atas”. Suatu opini yang tidak mudah untuk diubah dalam jangka waktu pendek, terutama opini terhadap korupsi kelas kakap dan kelas gurita.

Secara operasional banyak aspek yang dapat diamati mengenai kecenderungan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perilaku birokrasi. Kecenderungan tersebut dapat diamati mulai dari level perumusan kebijakan, level pelaksana kebijakan, sampai dengan level evaluasi kebijakan. Aspek-aspeknya ada yang menyangkut perilaku manusianya yang tidak terlepas dari lingkungan sosial di mana individu. manusia itu berada, ada yang menyangkut suasana kerja atau kegiatan sehari-hari dan ada yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan.

Menurut hemat penulis kecenderungan korupsi, kolusi dan nepotisme yang paling kuat adalah karena posisi birokrasi yang tidak netral. Ketidak netralan sebagai akibat dari berbagai faktor seperti yang disebutkan di atas.yang sudah lama mempengaruhi perilaku birokrasi Indonesia. Kalau diamati secara seksama kelihatannya sangat sulit untuk mencari lembaga-lembaga birokrasi di Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang lebih memprihatinkan, perilaku itu terdapat pula lingkungan aparat yang justru harus mengamankan dan menertibkan, baik mengamankan secara fisik maupun mengamankan secara hukum. Tentu saja akan lebih memprihatinkan lagi bilamana perilaku tersebut ada dalam lembaga-lembaga yang harus merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik.

Akibatnya sangat parah, yaitu terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Setiap kebijakan yang diambil oleh berbagai lembaga-lembaga pemerintah hampir tidak luput dari reaksi berupa protes, demontrasi, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Reaksi tersebut ada yang langsung disampaikan kepada lembaga yang mengeluarkan kebijakan, ada pula yang melalui lembaga-lembaga yang secara formal mewakili mereka termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan ada yang secara kasar mengambil tindakan sendiri seperti tidak percaya lagi bahwa mereka hidup dalam negara hukum, umpamanya pengrusakan, penyerobotan, tawuran atau perkelahian masal, main hakim sendiri dan sebagainya. 

Mungkin saja kebijakan-kebijakan yang diambil lembaga-lembaga pemerintah itu maksudnya baik dan untuk kepentingan publik yang bersangkutan sendiri, tetapi karena terjadinya krisis kepercayaan publik maka kebijakan-kebijakan itu banyak yang ditangapai secara negatif. Apapun yang dilakukan pemerintah ditanggapai secara apriori bahkan dituduh menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, walaupun dapat dimaklumi bahwa dalam setiap kebijakan ada pihak yang tidak sepakat.

Jadi kecenderungan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lembaga-lembaga pemerintahan bukan lagi bersifat sektoral tetapi sudah menjalar pada struktur dan sistem. Sesuai dengan pengertian harfiah dari kata korupsi yang berasal dari bahasa latin corruptio, corruptus, yang berarti penyimpangan dari kesucian, maka perilaku korupsi sudah mengotori kesucian cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan sejak negara ini dijajah bangsa dan negara asing. Kalau diandaikan sebagai suatu penyakit maka korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi penyakit kronis yang mempengaruhi kesehatan birokrasi pemerintah Indonesia khususnya dan wibawa lembaga-lembaga negara umumnya.

Celakanya penyakit itu tidak lagi hanya terdapat dalam lembaga-lembaga pemerintah tetapi sudah menjalar ke dalam dunia bisnis dari sektor swasta. Apabila diamati secara cermat, kelihatanya penyakit itu sudah menjalar pada perilaku kehidupan masyarakat umum. Masyarakat sudah memahami kalau untuk memperoleh pelayanan yang baik atau cepat dari lembaga-lembaga pemerintah harus mempersiapkan sejumlah uang yang tidak resmi. Masyarakat pun sudah cukup tahu bahwa dalam berbagai sektor kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti antara lain sektor pendidikan, sektor kepegawaian, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor keamanan,  sektor hukum, dan bahkan dalam sektor agama, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang merupakan penula-ran penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme Menjalarnya penyakit tersebut dalam dunia bisnis bukan rahasia umum lagi, mulai dari kegiatan dagang kaki lima sampai dengan bisnis internasional.

Mungkin itu sebabnya ada salah satu pernyataan dari; Sorokin dan Lunden dalam tulisannya Power and Morality, bahwa “Makin besar, makin absolut dan makin memaksa orang-orang yang memerintah, pemimpin-pemimpin politik, dan. para eksekutif bisnis. Dan makin kurang bebas kekuasaan ini disetujui oleh penduduk yang diperintah, makin cenderung korup dan kriminal kelompok-kelompok dan para pejabat yang memerintah”.

Sebagai mana telah diketahui umum, sudah banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membendung korupsi di Indonesia. Berbagai tim pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah yang nama dan jumlahnya sudah sulit diingat lagi, belum berhasil membendung praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Diantaranya, Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai Jaksa Agung Sugiharto (1967), Komisi Empat yang diketuai Wilopo (1970), Komite Anti Korupsi yang dipimpin Tanjung (1970), OPSTIB yang dikoordinir Menpan dengan pelaksana Pangkopkamtib dan Kapolri (1977), Tim Pemberantas Korupsi yang terdiri dari Menpan, Kapkamtib, Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung, dan Kapolri (1982), Tim Gabungan Anti Korupsi diketuai Andoyo (1999/2000) yang melahirkan Komisi Pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPHPN). Demikian juga undang-undang dan peraturan lainnya, sudah banyak sekali yang dikeluarkan tetapi kelihatannya mandul. Bahkan salah satu  ketetapan MPR sendiri tentang pemberantasan korupsi rupanya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan yang melatar belakangi dikeluarkannya ketetapan tersebut. Hal ini merupakan bukti lain telah terjadinya krisis kepercayaan publik yang menunjukkan bahwa hukum pun sudah tidak berwibawa lagi dalam Republik ini.

Ketidakberhasilan membendung korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu bukti bahwa perilaku itu sudah menjadi penyakit yang kronis dan sudah tidak mempan lagi diobati secara konvensional. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dokter yang harus mengobati-nya saja tangannya sudah tidak bersih lagi. Kalau dokternnya seperti itu, bagaimana mungkin pasien yang harus dirawat bisa sembuh dengan baik, apalagi kalau sudah kebingungan mencari resep-resep yang mujarab.

Tentu saja Republik ini bukan milik pemerintah, bukan pula milik dunia bisnis, apalagi milik lembaga asing, dan bukan milik siapa-siapa kecuali sebagai milik seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang jumlahnya lebih dari 210 juta. Mereka mempunyai wakil-wakil dan telah mempercayakan kepada wakil-wakil pilihannya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerahnya masing-masing. Adalah wajar kalau mereka bertanya bagaimana sekarang upaya dari wakil-wakil rakyat sendiri. Kalau ada diantara wakil-wakil rakyat itu sendiri merasa ikut tertulari penyakit, sebaiknya segera mengobati diri. Sebagai pemilik sah republik ini, masyarakat mempunyai hak untuk mengobati penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme, baik secara tidak langsung melaui perwakilan-perwakilan yang resmi maupun melalui gerakan yang langsung dibangun oleh masyarakat sendiri. Penyakit itu harus secepatnya dibendung sebelum lebih jauh menulari generasi yang akan datang. Tidak berlebihanlah kalau ada kekhawatiran bahwa di masa yang akan datang apabila penyakit tersebut dibiarkan akan menjadi salah satu karakteristik bangsa ini.

4.6  Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dalam orientasi Administrasi Publik yang baru ini, pelayanan publik harus diorientasikan kepada publik (anggota Masyarakat), artinya para pejabat dan pegawai negeri itu berperan sebagai pelayanan publik (Public Servant). Perubahan ini dalam ajaran demokrasi bukan hal yang baru sebab menurut ajaran demokrasi rakyatlah yang mempunyai kekuatan tertinggi. Namun dalam kenyataan/praktek pemerintah demokrasi ada yang cenderung ke arah state oriented dan ke arah public oriented. Perubahan konsep ke arah public oriented di Indonesia ini benar-benar terjadi setelah zaman reformasi dimana pejabat dan pegawai itu diwajibkan meningkatkan pelayanan kepada publik yang tercantum dalam kebijakan publik dari Pemerintah Republik Indonesia : (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Pelayanan Umum dan (3) Surat Edaran Menkowasbang/PAN Nomor 516 Tahun 1998 tentang Penegasan Kembali Perlunya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Konsep itu mengandung konotasi bahwa pejabat dan pegawai negeri harus berperilaku sebagai pelayan, yang sulit dilakukan karena harus merubah budaya organisasi, dari budaya paternalisme ke budaya prestasi (achieving culture). Konon di Indonesia, dalam birokrasi pemerintahan budaya paternalisme melahirkan perilaku organisasi dan pelayanan publik yang bias. Padahal untuk mengukur kredibilitas pemerintah dengan Administrasi Publiknya adalah kemampuan memberikan pelayanan kepada publik, diantaranya pelayanan kesehatan, transportasi, keamanan, izin mendirikan bangunan dan lain-lain (Safritz and Russel, 1998). Pelayanan publik menurut Kep. Menpan Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuh-an kebutuhan masyarakat.

Fungsi pemerintah menurut Tjiptono (2002) memberikan pelayanan publik melalui Administrasi Publik tentu saja harus mempunyai kualitas. Kualitas pelayanan publik dalam pemerintahan demokratis yang berorientasi kepada publik adalah didasarkan pada harapan publik terhadap pelayanan itu, yang berarti kualitas yang baik bukan berdasarkan persepsi penyedia pelayanan melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Hal ini sesuai dengan perkataan Kotler (1994) bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (baca : publik).

Apa yang menjadi standar kualitas publik itu? Yang menjadi standar pelayanan publik adalah harapan publik yang menghendaki pelayanan unggul (service excellence), yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, kenyamanan. Karena itu menilai kualitas pelayanan publik ditawarkan berbagai macam dimensi. Namun dimensi yang terkenal untuk mengukur kualitas jasa adalah konsep menurut Parasuraman et al. (1994) yang berupa :

1. Bukti langsung (tangible) : bagaimana keadaan fasilitas fisik, penampilan pegawai dan sarana komunikasi.

2. Keandalan (reliability) : kemampuan memberi pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.

3. Daya tanggapan (responsiveness) para pegawai cepat memberikan tanggapan yang memuaskan atas usul permintaan atau  keluhan dari publik.

4. Jaminan (assurance) : para pegawai dapat dipercaya, tidak meragukan, tidak bertindak ceroboh, tidak melakukan pungutan liar dan melindungi publik.

5. Empati (empathy) : para pejabat dan pegawai mudah dihubungi, hubungan lancar antara publik dan pegawai dan memahami kebutuhan dan reaksi publik.

Untuk memperbaiki manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Wolkins (1993) ditemukan 6 prinsip  utama :

1. Kepemimpinan (leadership) : strategi harus inisiatif pemimpin.

2. Pendidikan : semua pimpinan dan pegawai harus memperoleh pendidikan tentang kualitas pelayanan publik.

3. Perencanaan : perencanaan harus meliputi tujuan dan pengukuran kualitas pelayanan. 

4. Pengkajian (service) : perilaku pejabat dan pegawai harus selalu ditinjau dan diteliti untuk dirubah bila tidak efektif  lagi.

5. Komunikasi : komunikasi disarankan lancar antar pegawai publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebijakan dan administrasi, agar masukan tercermin dalam kualitas pelayanan publik.

6. Total Human Reward : setiap karyawan yang berprestasi tinggi perlu dihargai untuk meningkatkan motivasi berprestasi.

Harapan-harapan dalam peningkatan kualitas pelayan publik, tentu saja setiap saran pemanfaatannya tergantung pada Politicall Will perumusan kebijakan publik, ditingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Walikota. Segala perbaikan dan reformasi administrasi publik ada di tangan kedua lembaga ini.
BAB V

MEMBANGUN BUDAYA 

ORGANISASI BIROKRASI

5.1 Budaya Organisasi 

Kebudayaan oleh Taylor (2000) dirumuskan sebagai berikut : The complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (Suatu kesatuan dan. keseluruhan yang kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan serta. kebiasaan lainnya yang dipunyai manusia sebagai anggota suatu masyarakat). 

Pengertian tersebut menerangkan bahwa di dalam suatu kebudayaan tercakup pengetahuan, kepercayaan, hukum, moral, kemampuan, dan kebiasaan sebagai satu kesatuan dari setiap individu sebagai anggota suatu kelompok. Ciri-ciri dari kebudayaan itu sendiri menurut Steiner (2000) adalah :

1. Culture is learned behavior. (Kebudayaan adalah perilaku yang dipelajari)

2. Culture is shared with others. (Kebudayaan adalah hasil bersama)

3. Culture influences the way in which needs are satisfied. (Kebudayaan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya)

4. Culture is consistent. (Kebudayaan selalu selaras, dalam arti setiap bagian kebudayaan saling menyesuaikan). 

Kebudayaan memang banyak memberi pengaruh terhadap perilaku manusia dan dalam pencapaian tujuan seseorang di dalam organisasi Berbagai ciri-ciri kebudayaan yang dikemukakan di atas, menenangkan bahwa kebudayaan atau budaya (culture) adalah suatu periaku, hasil yang diperoleh. secara bersama, suatu hal yang mempengaruhi cara setiap orang dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, (selalu konsisten atau sejalan atau selaras. Oleh karena kebudayaan dan budaya diterjemahkan. sama dalam bahasa Inggris yaitu culture, maka penulis untuk selanjutnya menggunakan kata "budaya" untuk menerjemahkan culture dalam hubungannya dengan organisasi.

Menunit teori organisasi (Ndraha, 1997:7), organisasi merupakan alat untuk mengupayakan dan memenuhi kebutuhan manusia yang semakim meningkat dengan alat pemenuhnya yang semakin terbatas, memiliki 3 (tiga) fungsi. Fungsi-fungsi tersebut, antara lain :

1. Sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya tetapi menimbulkan adanya kesenjangan sosial.

2. Terdapat mekanisme untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui intervensi yang sah dari lembaga-lembaga negara terhadap proses dan produk fungsi yang pertama.

3. Organisasi sebagai alat untuk mengontrol perjalanan fungsi pertama dan kedua. 

Dengan demikian, terdapat 3 sosok organisasi yaitu : (1) organisasi ekonomi, bisnis atau perusahaan (yang mewakili pihak produsen), (2) organisasi publik (yang mewakili pihak penengah), (3) organisasi sosial (yang mewakili pihak konsumen).

Definisi budaya (culture) secara umum tetapi operasional, dikemukakan oleh Ndraha (1997:43) sebagai berikut :

A pattern: of shared basic assumption; that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to preceive, think, and feel in relation to these problems. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu pola dalam keberbagian asumsi dasar tentang bagaimana organisasi atau kelompok menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dan yang berasal dari luar organisasi guna memperbaiki kehidupan berorganisasi. Hal ini akan mendukung kajian organisasi itu sendiri yang memberikan pemahaman mengenai organisasi sebagai subyek dan obyek budaya. Apabila studi perilaku organisasi berdasarkan anggapan bahwa organisasi berperilaku sendiri, berbeda dengan perilaku individu yang membentuknya, maka sejalan dengan itu, organisasi pun memiliki budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya individu-individu yang berkepentingan dengan hal ini.

Konsep organisasi sebagaimana yang diberikan oleh Ndraha (1997:53) adalah the arrangement of personnel for facilitating the accomplishment of some agreed purpose through the allocation of function and responsibilities. Ternyata, organisasi pun merupakan pengaturan personil atau anggota organisasi tertentu guna memfasilitasi organisasi tersebut agar tujuan yang telah disetujui bersama dapat tercapai melalui pengalokasian fungsi organisasi dan tanggung jawab para anggotanya untuk mewujudkan hal tersebut dengan baik.

Dengan demikian, di dalam organisasi terjadi suatu proses pencapaian tujuan; sedangkan pengertian proses budaya, khususnya budaya organisasi, adalah sebagai berikut : Proses budaya adalah proses terbentuknya atau pembentukan budaya, dari budaya sebagai input menjadi budaya sebagai output di dalam suatu organisasi. Proses itu terdiri dari sejumlah subproses yang jalin-menjalin, antara lain : kontak budaya, penggalian budaya, seleksi budaya, pemantapan budaya, sosialisasi budaya, internalisasi budaya, kontrol budaya, evaluasi budaya, pertahanan budaya, perubahan budaya, dan pewarisasn budaya, yang terjadi dalam hubungan antara suatu organisasi dengan lingkungannya secara berkesinam-bungan. 

Budaya, ternyata merupakan suatu proses di dalam organisasi yang pembentukannya berawal dari budaya sebagai input menjadi budaya sebagai output, di mana proses tersebut terdiri atas berbagai subproses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebagai output, budaya merupakan rekaman hasil proses budaya yang berlangsung di dalam suatu organisasi. pada suatu saat tertentu. Ndraha (1997:102) mendefinisikan budaya organisasi as a set of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organization, being developed as they learn to cope with. problems of external adaptation and internal integration. 
Dari definisi ini, diperoleh indikator budaya organisasi, yaitu basic, assumption, belief, shared and learn. Indikator-indikator tersebut menunjukkan aspek kualitatif (basics), aspek komponen (assumptions and beliefs), aspek kuantitatif (shared), dan aspek cara terbentuknya (pembentukan) budaya organisasi. Sharing mempunyai arti sebagai adanya proses berbagai nilai yang sama yang dianut oleh anggota organisasi sebanyak-banyaknya.

Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang dijalani oleh para anggota organisasi sebagai suatu sistem nilai yang selanjutnya diterima secara bersama. Dalam mencapai keefektifan suatu organisasi, budaya merupakan salah variabel yang dominan, di samping strategi, lingkungan, dan teknologi. Budaya organisasi akan mencakup fungsi-fungsi manajerial dan karakteristik organisasi di mana. budaya yang hidup di dalam setiap organisasi, mencerminkan adanya perenca-naan, pengorganisasian, kepemimpinan dan kegiatan pengendalian manajerial. Oleh karena itu, budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai, keyakinan dan norma bersama, merupakan produk dari interaksi antara fungsi-fungsi manajerial, yaitu: perilaku, struktur dan proses organisasi dengan lingkungannya yang saling berhubungan.

Budaya organisasi yang ideal merupakan kekuatan budaya yang mempengaruhi intensitas perilaku. Ciri khas budaya yang kuat, menurut Ndraha (1997) adalah "thickness, extent of sharing, and clarity of' ordering" ; sedangkan pendapat yang juga memiripi, dikemukakan oleh Robbins (1997) bahwa "a strong culture is characterized by the organization's core values being intesely held, clearly ordered, and widely shared". 
Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat merupakan suatu budaya organisasi yang akan semakin dipegang secara intensif, semakin dianut : secara luas, dan akan semakin jelas untuk disosialisasikan yang kemudian akan mudah pula untuk diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan dari perilaku individu ataupun kelompok dan budaya organisasi itu sendiri dari suatu organisasi.

Dengan demikian, budaya organisasi bukan merupakan kenyataan yang timbul dengan sendiri, melainkan kenyataan yang bisa ditanamkan dan dikembangkan. Budaya organisasi biasanya berjalan secara turun temurun dalam kehidupan organisasi, walaupun nilai-nilai budaya organisasi itu dapat berubah manakala kehendak politik (political will) dari pemerintah maupun pimpinan setiap unit kerja menghendaki perubahan nilai suatu organisasi yang lebih sehat dan lebih efektif.

Berbagai aktivitas yang dilaksanakan di dalam sebuah organisasi tidak akan terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan. Demikian pula banyak faktor yang saling berkaitan yang menjadi pengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia sebagai suatu subsistem organisasi. Faktor-faktor ini menjadi bagian dari lingkungan eksternal maupun internal suatu organisasi. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan utama diluar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan lingkungan internal sebagai faktor atau kondisi umum yang berada di dalam organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi.

Pengaruh lingkungan, terutama nilai-nilai terhadap manajemen sumber daya manusia sangatlah besar. Hal ini tampak dari nilai-nilai yang ditimbulkan oleh kondisi tertentu, seperti kondisi politik dan kondisi sosial budaya. Keadaan politik akan sangat berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia terutama bagi organisasi pemerintah; sedangkan kondisi sosial budaya dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia antara lain perubahan karakteristik demografis, pendidikan, keyakinan, nilai-nilai dan perilaku.

Perilaku pada hakekatnya merupakan fungsi interaksi antara seseorang dengan lingkungannya Interaksi tersebut melibatkan kepribadian manusia yang kompleks dengan lingkungannya dengan tatanan tertentu. Proses terjadinya perilaku pada umumnya timbul karena rangsangan lingkungannya, sehingga perilaku manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, pengalaman dan  reaksi terhadap sesuatu.

Mengetahui dan mengerti perilaku manusia merupakan titik pangkal untuk dapat mengerti perilaku dalam organisasi. Suatu pandangan yang berorientasi kesisteman adalah jalan yang paling mudah untuk mengerti perilaku manusia, dimana dalam pandangan tersebut, perilaku manusia ditentukan oleh proses input dan outputnya. Hal ini berarti kita harus menganggap bahwa perilaku manusia sebagai suatu sistem yang terbuka, bukan sesuatu yang dapat diisolasi dan bahwa manusia berintegerasi dengan lingkungannya dan hidup dalam lingkungannya.

Secara sosiologis, untuk memahami perubahan perilaku anggota suatu organisasi, tidak dapat terlepas dari suatu paradigma perilaku sosial (social behavior). Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada adanya hubungan antara individu dengan lingkungannya. Hubungan tersebut mengakibatkan adanya perubahan perilaku dan perubahan terhadap lingkungan. Perubahan perilaku sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan organisasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi, serta membagi ide-ide dan belajar di antara sesama anggota organisasi. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan menuntut perubahan peran seseorang yang diharapkan dapat membuat dan mencapai hubungan yang efektif, serta mengembangkan kemampuan para anggota organisasi itu sendiri.

Pada saat ini, perilaku aparatur yang paling diharapkan adalah perilaku aparatur pemerintah yang profesional dalam mewujudkan aspirasi rakyat, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang dijalani oleh para anggota organisasi sebagai suatu sistem nilai yang selanjutnya diterima secara bersama. Dalam mencapai keefektifan suatu organisasi budaya merupakan salah variabel yang dominan, disamping strategi, lingkungan, dan teknologi. Budaya organisasi akan mencakup fungsi-fungsi manajerial dan karakteristik organisasi di mana budaya yang hidup di dalam setiap organisasi, mencerminkan adanya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan kegiatan pengendalian manajerial. Oleh karena itu, budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai keyakinan dan norma bersama, merupakan produk dari interaksi antara fungsi-fungsi manajerial, yaitu : perilaku struktur dan proses organisasi dengan lingkungannya yang saling berhubungan.

Dengan demikian budaya organisasi bukan merupakan kenyataan yang timbul dengan sendiri, melainkan kenyataan yang bisa ditanamkan dan dikembangkan. Budaya organisasi biasanya berjalan secara turun temurun dalam kehidupan organisasi, walaupun nilai-nilai budaya organisasi itu dapat berubah manakala kehendak politik (political will) dari pemerintah maupun pimpinan setiap unit kerja menghendaki perubahan nilai suatu organisasi yang lebih sehat dan lebih efektif.

Salah satu organisasi pemerintahan yang dimaksud disini adalah DPRD. DPRD berkedudukan sebagai salah satu komponen pemerintahan daerah. Peran DPRD sampai sejauh ini, masih dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan praktik-praktik yang mengandung kekhususan di daerah masing-masing

Perilaku seseorang di dalam suatu kelompok atau organisasi selalu disesuaikan dengan status, pola interaksi dan aturan-aturan yang mengatur organisasi tersebut. Begitu pula dengan anggota DPRD, perilaku dan keputusan anggota DPRD dalam memberikan pendapat dan pandangan terhadap sesuatu akan mempengaruhi pendapat dan pandangan secara kelembagaan. Oleh karena itu, perilaku tersebut bukan lagi diditinjau sebagai perilaku perseorangan atau secara individual dari masing-masing anggota DPRD, melainkan sebagai perilaku organisasi yang akan melahirkan berbagai keputusan secara keorganisasian, yaitu perilaku anggota DPRD secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan sistem pola perilaku yang terdiri dari berbagai perilaku anggota DPRD yang berbeda-beda secara individual.

Dalam hal ini, sering terjadi bahwa para anggota dewan menyetujui suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya  persatuan dalam pertemuan dewan adalah adanya perilaku bahwa setiap masalah pemerintahan daerah dapat diselesaikan dalam suasana saling kerja sama dan bukan dengan perdebatan yang sia-sia.

Pemberdayaan DPRD dapat dimulai dari kemungkinan dipisahkannya DPRD sebagai lembaga legislatif dan kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dalam struktur pemerintahan daerah. Kedudukan mereka sebagai mitra yang sejajar pun perlu terus disadari untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan. Kesadaran ini dapat dibangun, melalui pemilihan anggota  DPRD yang terpisah dari pemilihan anggota DPR-RI, dan pengalokasian anggaran serta tenaga ahli DPRD perlu dipertimbangkan secara lebih baik, sehingga anggota DPRD mempunyai kekuatan seimbang jika berhadapan dengan eksekutif.

Ditinjau dari perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintahan di Indonesia sedang mengalami perubahan dari birokrasi feodalistik yang minta dilayani menuju birokrasi modern yang siap melayani dan memberdayakan masyarakat. Karena itu, dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam masa transisi.

Dalam masa transisi ini, masih terjadi overlaping implementasi antara nilai budaya modern dan nilai budaya tradisional yang diintrodusir oleh birokrasi. Budaya birokrasi yang menonjolkan kontraktual, rasional, diferensiasi-profesional, impersonal, universa-litas, orientasi prestasi dihadapkan dengan budaya masyarakat tradisional yang lebih mengedepankan patrimonial, irrasional, non diferensiasi, orientasi status, partikularistik serta kurang produktif. Akibatnya kinerja birokrasi yang sering muncul berupa prosedur yang berbelit-belit, inefisiensi, kekakuan, kelambanan, korupsi, kolusi, nepotisme, sentralistis, birokratis dan aneka patologi birokrasi lainnya.

Kinerja birokrasi pemerintahan yang ditampilkan aparaturnya cenderung merupakan integrasi dari berbagai sistem budaya yang ada. Sistem budaya tersebut meliputi sistem birokrasi yang dilegalisasi oleh pemerintah, budaya birokrasi, budaya masyarakat lokal, sistem budaya politik dan sistem budaya ekonomi.

Pemberdayaan birokrasi sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kinerja birokrasi. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi sistem budaya birokrasi dan sistem budaya masyarakat, khususnya untuk meningkat-kan pelayanan kepada masyarakat.

5.2  Budaya Birokrasi

Semakin sistemik suatu. masyarakat biasanya semakin saling membaur pula struktur administrasinya dengan aspek-aspek sosial ekonomi, politik dan kulturalnya. Karena itu, sistem administrasi yang demikian hanya bisa. dipahami kalau dapat dilakukan penetrasi terhadap subsistem non-administratif yang bukan saja berkaitan dengan administrasi melainkan juga bida membentuk berbagai macam aspek dari suatu aspek tunggal yang lebih luas.

Pada masyarakat yang sedang berada dalam proses industrialisasi dan modernisasi dimana yang lama dan yang baru berada dalam suatu campuran yang heterogen, kadang-kadang orang mempunyai kesan bahwa administrasi dapat dilihat sebagai hal yang terpisah. Sebenarnya satu ciri yang dapat ditambahkan pada model negara yang mengalami proses modernisasi adalah tumpang tindih (overlaping)

Seperti yang dikemukakan oleh Riggs (1988:17) bahwa : overlaping ini terjadi ketika perlengkapan yang baru kelihatan seakan-akan bersifat otonom sedang sebenarnya berakar sangat dalam dan saling dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi agama dan sosial yang ada jauh sebelumnya Dengan demikian, berbicara. tentang penetapan serta peraturan. administrasi sebenarnya mengarah pada sistem non-administratif. Demikian juga bahwa perubahan sosial ekonomi akan mempengaruhi sistem administrasi.

Apabila tingkat overlaping ini sangat tinggi dalam organisasi administratif maka kita akan melihat sejumlah formalisme. Dan semakin formalistis situasi administrasi, maka semakin kurang pengaruhnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang digariskan. Sebaliknya jika suatu sistem sangat realistis, maka realisme tersebut dapat dicapai melalui usaha yang terus menerus untuk mempertahan-kan penyesuaian. Penyesuaian tersebut meliputi pejabat-pejabat yang bekerja keras untuk mencapai sejumlah tujuan dan kebijakan dan para pengambil kebijakan membatasi keputusan mereka pada tujuan dimana sumber daya dan dukungan yang cukup telah ada

Selanjutnya Riggs mengungkapkan bahwa dalam masyarakat transisi, tingkat formalisme sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga yang tumpang tindih dan heterogenitas sosial yang tinggi sehingga ketidaksesuaian antara lembaga-lembaga telah digaris-kan secara formal dengan perilaku informal dan aktual tampil mencolok.

Proses administrasi sebagai suatu sistem yang memiliki lingkungan di mana. administrasi itu berjalan dan berinteraksi Sistem administrasi sendiri merupakan suatu subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Namun sistem administrasi dibatasi dalam hubungannya dengan masukan dari tujuan, sumber daya serta tuntutan yang berasal dari keluaran tindakan-tindakan pengatur-an serta barang dan jasa. 

Dalam sebuah masyarakat akan ditemukan struktur dan fungsi-fungsi dasar tertentu dan biasanya melekat pada lembaga-lembaga tertentu. Karena itu menurut Riggs perlu dibedakan antara masyarakat tradisional transisi dan modern. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, struktur itu beragam adanya. Keluarga dalam masyarakat tradisional melaksanakan beberapa fungsi yang sangat luas, tidak hanya berperan sebagai reproduksi biologis, tetapi juga fungsi pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan keagamaan 

Menurut Riggs dikenal adanya suatu sistem sosial, yaitu : (1) Model memencar (diffracted), manakala semua struktur dalam sistem itu sangat tersebar dan (2) Model memusar (fused), manakala struktur dalam sistem itu sangat khusus. Model ini muncul, bilamana satu struktur melaksanakan sejumlah besar fungsi tersebar secara fungsional, atau bilamana struktur melaksanakan fungsi khusus secara fungsional.

Selanjutnya Riggs menjelaskan bahwa : kedua model tersebut merupakan bentuk kontinum dari masyarakat tradisional di satu sisi dan masyarakat modern di sisi lain. Pada masyarakat tradisional memiliki kecenderungan budaya askriptif, partikularis-tik, menyebar dan kurang rasional Sedangkan masyarakat modern memiliki kecenderungan budaya pada orientasi prestasi, universalistik, spesifik dan rasional Karena itu dalam masyarakat memusat cenderung sangat askriptif dan partikularistik, sedangkan dalam masyarakat memencar cenderung sangat berorientasi prestasi dan universalistik.

Salah satu ciri budaya masyarakat modern adalah bahwa struktur fungsional masyarakatnya sangat spesifik, sehingga terjadi diferensiasi-diferensiasi Diferensiasi ini sangat membutuhkan profesionalisme. Karena itu dalam budaya masyarakat modern yang terpenting adalah profesionalisme, sedangkan dalam masyarakat tradisional tidak dikenal adanya diferensiasi dan spesialisasi sehingga profesionalismelah yang diutamakan.

Masyarakat tradisional yang kuat dengan sistem patrimonial merupakan ciri dari sistem feodal. Sistem patrimonial seperti ini secara substansi memberikan pusat kontrol yang lebih besar kepada sistem kelahiran. Sedangkan masyarakat modern memiliki ciri birokrasi dengan dasar upah dan profesionalisme.

Demikian juga dalam masyarakat tradisional hubungan-hubungan interpersonal sangat ditentukan oleh status, bukan oleh kontrak Aturan perilaku cenderung bersifat lokal dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Kecenderungan ini sangat berbeda dengan peran yang akan dibudayakan birokrasi impersonal, prestasi, kontraktual dan universalistik.

Elit masyarakat tradisional kurang peka terhadap kemajuan pandangan mereka sering ke masa lalu dan karena itu berusaha melindungi atau menggali norma-norma dan cara hidup nenek moyang serta menghindari hal-hal baru. 

Masyarakat tradisional semacam ini masih tetap ada sampai sekarang karena masyarakat modern sekarang terdiri dari masyarakat modern transisi dan tradisional. Namun diantara dikotomi masyarakat tradisional dan modern ini akan terdapat karakteristik masyarakat memusat, prismatik dan memencar.

Kemudian Riggs menjelaskan bahwa : dalam masyarakat transisional, ternyata banyak struktur organisasi formal dengan fungsi administrasi manifes daripada melembagakan tingkah laku yang sesuai. Karena itu banyak struktur administrasi hanya bersifat formal di permukaan saja, sedang kegiatan administrasi yang efektif hanya merupakan fungsi laten dari lembaga yang telah ada sebelumnya dan lebih kabur.

Model birokrasi Weberian sendiri memiliki tipikal yang berkembang penuh seperti spesialisasi, universalisme, berorientasi pada jabatan daripada individu, pemisahan jabatan dari penguasaan sarana produksi, kelanggengan kebijakan karena terjaga lewat arsip, impersonalitas dan pelembagaan prosedur. Riggs (1988:74-75) mengatakan bahwa kinerja birokrasi pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hasil perpaduan sosiokultural dengan tingkat perpaduan yang berubah-ubah secara bebas menurut kultur. Kemampuan suatu masyarakat untuk mengadaptasikan dirinya menghadapi hidup mati dalam dunia kontemporer termasuk modernisasi lembaga politik dan praktek administrasi, sama sekali bukanlah masalah kultur, tetapi permasalahannya terletak pada tingkat kepaduan. Keduanya tidaklah bertolak belakang Sebaliknya, sifat-sifat kultur tertentu dapat memperkukuh atau menghambat perubahan-perubahan evolusioner atau pembangunan. Karena itu menjadi logis bahwa birokrasi akan berubah-ubah menurut struktur dasar masyakatnya.

Riggs berpendapat bahwa Aparatur pemerintah sebagai individu memiliki sikap untuk menentukan bagaimana berperilaku. Karena itu individu ada yang melandaskan hidupnya pada adat atau kebiasaan lama (tradition-directed). Ada individu yang menyesuaikan dan mengadptasi secara maksimal dengan lingkungan asosiasional dengan menerima norma-norma yang diekspresikan anggota kelompok lain. Namun ada pula individu yang telah kehilangan pegangan tradisional untuk berperilaku dan pada saat sama tidak pula merasakan adanya kebutuhan untuk mengadaptasikan perilaku pribadinya dengan norma-norma tiap kelompok baru yang dihadapinya.

Dengan demikian selama individu merupakan bagian dari kelompok sosial yang menerima norma-norma tradisional yang sama, maka baginya tidak tersedia begitu banyak pilihan yang normatif. Hal ini di karenakan setiap keputusan merupakan penerapan yang selaras dengan situasi adat dan kebiasaan tertentu yang sudah hadir terlebih dahulu dan lebih lama daripada apa yang dapat diingat oleh anggota masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat transisi seperti Indonesia sekarang ini, tergolong kepada inner-direction atau intermediate dimana manusia merasakan kebenaran dan norma- norma tradisional yang tidak berubah tetapi secara kritis ditantang oleh nilai-nilai dan sikap-sikap baru Hal ini memiliki implikasi terhadap perilaku administrasi.

Himbauan reformasi di segala aspek kehidupan bangsa telah dikumandangkan jauh sebelum Orde Baru. Dengan suasana seperti ini, pekik reformasi sedang ramai mewarnai suasana keseharian kehidupan kita, termasuk upaya untuk mereformasi kultur birokrasi sehingga lebih kondusif bagi upaya menggairahkan kehidupan negara yang demokratis. Oleh karena itu birokrasi di Indonesia merupakan lembaga yang sangat dominan dalam sistem politik kontemporer dengan fungsi yang sangat banyak antara lain sebagai instrumen dalam pelayanan publik, sebagai agen pembaharuan dan pembangunan.

Arfani (1996:192) berpendapat bahwa birokrasi Indonesia tidak seluruhnya berciri Weberian, karena tumbuh di atas masyarakat yang berlatar belakang budaya feodalistik. Hal ini didukung oleh pendapat Masdiana (1996:192) bahwa birokrasi Indonesia dirancang sebagai birokrasi yang rasional (Weberian) tetapi dalam prakteknya sangat diwarnai budaya feodalis, sehingga praktek-praktek hubungan yang bersifat nepotis mudah berkembang. 

Kemudian Arfani (1996:192) menambahkan bahwa pada birokrasi Indonesia, otoritas yang mengikat hubungan antar individu diwarnai tradisi hubungan patron-client dengan batas hak dan kewajiban yang tidak jelas. Sehingga hubungan antar individu dalam birokrasi dapat bersifat sangat impersonal.
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